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KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillahi Rabbal ‘alamiin atas rahmat dan karunia Allah SWT sehingga Sub
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat

Daerah Bidang Pemerintahan Tahun 2024 ini dapat diselesaikan.

Tujuan sub kegiatan ini antara lain untuk untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi
atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sektoral yang bersifat kooordinasi
dibawah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia agar sasaran pembangunan sesuai
dengan target dan waktu yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan
daerah (RPIJMD dan RKPD) dan terwujudnya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang

efektif dalam pencapaian target.

Kegiatan yang dilakukan antara lain monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan SPM
selama tahun 2024 yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan
pelayanan dasar (Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah). Kegiatan monev ini dilaksanakan berdasarkan laporan hasil pelaksanaanpenerapan SPM
oleh Perangkat Daerah Pengampu SPM di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera
Barat.

Laporan ini merupakan hasil pertangungjawaban pelaksanaan Sub Kegiatan Monitoring
dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang
Pemerintahan Tahun 2024 melalui anggaran APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, yang

menggambarkan pelaksanaan sub kegiatan yang disertai dengan lampiran.

Demikian laporan ini dibuat untuk sebagai bahan perencanaan pembangunan daerah

lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia ke depan, terima kasih.

Padang, Desember 2024
Kepala Bidang Pemerintahangdan Pembangunan Manusia,

v

NIP. 19821030 200802 1 001
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mencapai Visi Sumatera Barat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
berkomitmen dan bertekad untuk mencapai seluruh sasaran yang telah ditetapkan pada
RPJPD dan RPIMD Provinsi Sumatera Barat. Dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021
tentang RPIJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, salah satu tujuan
pembangunan daerah adalah terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan dengan
aparatur yang melayani, dimana salah satu strategi yang diterapkan adalah dengan
meningkatkan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah melalui arah
kebijakan peningkatan kualitas pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan
pembangunan daerah dan perangkat daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan Bappeda melakukan
pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk
mewujudkan konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana

pembangunan daerah.

Hal tersebut didukung dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 8
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor
55 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat bahwa Bidang Sosial Budaya dan
Pemerintahan (Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia) mempunyai
salah satu tugas pokok yakni melaksanakan pemantauan atas pelaksanaan program
dan kegiatan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, pengendalian
penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan
sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kebudayaan, pemuda dan
olahraga, tenaga kerja, transmigrasi, kearsipan, perpustakaan, kepegawaian dan

pengembangan sumber daya manusia, trantibbum linmas, pengawasan,
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kesekretariatan DPRD, kesekretariatan daerah, badan penghubung daerah,
pemberdayaan masyarakat dan desa, penelitian dan pengembangan,komunikasi,

persandian, statistik, fungsi penunjang dan fungsi lainnya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok tersebut maka sub kegiatan
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan
Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan diarahkan untuk melaksanakan pemantauan dan
evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sektoral yang merupakan
kooordinasi dibawah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia. Bentuk kegiatan
yang dilakukan, diantaranya adalah rapat-rapat koordinasi terkait monitoring dan evaluasi
serta monitoring dan evaluasi penerapan Standar Pelayan Minimal ke kabupaten/kota di

Sumatera Barat, dan bentuk kegiatan lainnya.

Monitoring adalah kegiatan pemantauan terhadap pelaksanaan program untuk
memastikan bahwa pelaksanaan program sesuai denganrencana (waktu, sasaran,
anggaran, dan aspek program yang lain). Fokus monitoring adalah rencana atau program,
serta pelaksanaan dari rencana atau programtersebut. Sehingga melalui kegiatan
monitoring yang dilaksanakankan diperoleh informasi mengenai sesuai atau tidaknya
pelaksanaan kegiatan dengan rencana. Kesesuaian yang dimaksud bukan hanya berkaitan
dengan komponen rencana, melainkan juga pelaksanaannya telah dilakukan dengan benar
atau tidak.

Sedangkan evaluasi adalah rangkaian aktifitas untuk mengumpulkan, menganalisis,
dan menginterpretasikan informasi sebagai bukti tingkat keberhasilan dari suatu
program/kegiatan/sub  kegiatan. Fokus evaluasi adalah “hasil/pencapaian dan
tujuan/target" dari pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang direncanakan. Oleh
sebab itu, dalam rangka melaksanakan evaluasi perlu dihimpun data mengenai hasil
pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan. Selain itu perlu juga dihimpun informasi
mengenai berbagai faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kegiatan dimaksud.
Sehingga tujuan evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan diperlukan
agar dapat diketahui taraf pencapaian tujuan dari program/kegiatan/sub kegiatan,
sehingga dapat diambil suatu keputusan atau kebijakan lebih lanjut mengenai

program/kegiatan/sub kegiatan tersebut.

Sejalan dengan Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 bahwa
sasaran Bappeda yakni meningkatnya kualitas dan capaian perencanaan, yang ditandai
dengan indikator kinerja yakni Indeks Kualitas Perencanaan. Salah satu sub komponen

dalam pencapaian sasaran dan pembentuk Indeks Kualitas Perencanaan yakni
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1.2,

1.3.

1.4.

PersentasePrioritas Pembangunan RKPD yang menjadi anggaran prioritas dalam dokumen
penganggaran. Sehingga informasi mengenai hasil monitoring dan evaluasi perlu dilakukan
agar pencapaian sasaran dari Restra Bappeda dapat tercapai. Fokus monitoring dan
evaluasi dari pelaksanaan sub kegiatan ini adalah program/kegiatan/sub kegiatan yang
mendukung secara langsung terhadap prioritas dan sasaran pembangunan yang tertuang
pada Bab V RPJMD vyakni Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang difokuskan ada Misi 7 yakni
Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel
sertaber kualitas serta terkait dengan pelaksanaan SPM Bidang Pemerintahan.

TUJUAN

Tujuan Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen

Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan adalah :

a. Tercapainya sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPIJMD dan
RKPD)

b. Terwujudnya dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD dan RKPD)
dan dokumen perencanaan perangkat daerah (Renstra Perangkat Daerah dan
Renja Perangkat Daerah) yang efektif dalam pencapaian target.

SASARAN

Sasaran Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen

Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan antara lain sebagai

berikut :

a. Memastikan ketercapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

b. Mendukung terwujudnya dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD dan
RKPD) dan dokumen perencanaan perangkat daerah (Renstra Perangkat Daerah dan

Renja Perangkat Daerah) yang efektif dalam pencapaian target.

DASAR HUKUM
a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;

b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
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¢. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah;

f. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan
Standar Pelayanan Minimal;

g. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 06 Tahun 2021 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 —2026.

h. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun
2005 — 2025;

i. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor. 6 Tahun 2021 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2021-2026;

j. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 07 Tahun 2022 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

k. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 92 Tahun 2020 tentang Uraian
Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
Sumatera Barat.

|. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022 tentangPenjabaran

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
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BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Tahun 2024, dibatasi oleh
aspek-aspek yang diatur dalam Permendagri 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar
Pelayanan Minimal. Aspek-aspel tersebut meliputi; pengumpulan data, penghitungan kebutuhan,
penyusunan/integrasi ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan

pemenuhan, serta pencapaian penerapan SPM. Secara umum pelaksanaa kegiatan meliputi:

a. Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan.
b. Rapat-rapat Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan

Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan.

Dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD dan RKPD),
dilakukan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dengan
organisasi perangkat daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia provinsi
dan pemerintah kabupaten/kota yang dilakukan melalui sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring
dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang

Pemerintahan Tahun 2024. Beberapa hal yang telah dilakukan dalam sub kegiatan ini adalah :

2.1. Rapat Pelaksanaan Awal (RPA) Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring
dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan
Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Tahun 2024

RPA dilaksanakan pada tanggal 3 Januari 2024 yang diikuti oleh seluruh staf
Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan tujuan untuk
menjelaskan terkait dengan pelaksanaan sub kegiatan selama tahun 2024 kepada
seluruh personil bidang, dan mempersiapkan segala sesuatu terkait dengan
pelaksanaan kegiatan seperti : Kerangka Acuan kerja, Petunjuk Operasional (PO)

time schedule sub kegiatan dan lain-lainnya.
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2.2. Rapat Koordinasi Penerapan SPM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.
Rapat diadakan pada tanggal 16 Oktober 2024 berdasarkan surat Kepala Bappeda
Provinsi Sumatera Barat Nomor 005/77/X/PPM/Bappeda-2024 tanggall1l Oktober
2024 tentang Rapat Koordinasi Penerapan SPM Provinsi Sumatera Barat Tahun
2024. Adapun pokok-pokok dalam pembahasan rapat adalah :

e Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah selaku secretariat Tim Koordinasi
Penerapan SPM telah melakukan rapat berkala terhadap evaluasi pelaksanaan
penerapan SPM berdasarkan monitoring yang dilakukan terhadap
kabupaten/kota. Tugas tim untuk melakukan koordinasi dan pelaksanaan isu
terkait penerapan SPM :

- Data, banyak yang tidak valid. Juga terkait sarana prasarana yang
diperlukan. Data yang dibutuhkan adalah proyeksi BPS dan data hasil
survey. Data proyeksi kurang akurat sehingga butuh data survey yang
lebih valid.

- Perhitungan kebutuhan, bagaimana kondisi eksisting dan yang
diharapakahan. Bagaimana gap diantaranya harus dipenuhi sehingga
terlihat bagaimana pemenuhan gap tersebut akan kebutuhan barang dan
jasa. Kedua kondisi inilah yang seharusnya tergambar dalam rencana
aksi.

- Ketersediaan/prioritas anggaran, merupakan kewajiban daerah untuk
mengalokasikannya guna memenuhi kebutuhan pelayanan dasar sesuai
amanat undang-undang. Salah satunya dengan mengoptimalkan dana
desa, untuk itu perlu dikoordinasikan dengan DPMD.

- Pelaporan, tim berkewajiban melaporkan pelaksanaan SPM tiap tahun
pada laporan pemerintah daerah (LKPD) dan secara berkala pada sistim
e-SPM. Tujuan pelaporan ini adalah sekaligus untuk evaluasi yang

berguna dalam perumusan kebijakan nasional.

e Secara nasional capaian IP SPM Sumbar pada tri wulan II tahun 2024 berada
pada posisi ke-5 (74,74%) : Urusan Pendidikan 79,72%; Urusan Kesehatan
100%; Urusan Pekerjaan Umum 95%; Urusan Perumahan Rakyat 52,08%,
Urusan Trantibumlinmas 82% dan Urusan Sosial 61,38%. Pada Tingkat

Kabupaten/Kota di Sumbar, secara rata-rata Kabupaten Pasaman berada pada
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posisi teratas (91,23%) dan yang terendah Kabupaten Pesisir Selatan
(48,02%). Data yang disampaikan ada beberapa yang timpang antara capaian
Triwulan II dan Triwulan III karena masih banyak data yang belum dientry.
Bidang Pendidikan tertinggi Kabupaten Agam, Kota Padang dan Kota
Payakumbuh (@100%), terendah kabupaten Pasaman Barat (71,86), Bidang
Kesehatan tertinggi Kabupaten Sijunjung (100%), terendah Kabupaten Pesisir
Selatan (43,58%); Bidang PU tertinggi Kota Padang (100%), terendah
Kabupaten Solok Selatan (6,07%); Bidang Perumahan Rakyat tertinggi Kota
Payakumbuh dan Kabupaten Pasaman (@ 100%), terendah Kabupaten Pesisir
Selatan (5%); Bidang Trantibumlinmas tertinggi Payakumbuh (96,11%),
terendah Kota Pariaman (29,53%); serta Bidang Sosial tertinggi Padang
Panjang (100%), terendah Solok Selatan (18,7%).

¢ Keterisian data banyak yang belum lengkap oleh kabupaten/kota, bahkan pada
tri wulan III ada yang belum menginput data sama sekali di sistim, seperti
Kabupaten Solok (Kesehatan), Kabupaten Dharmasraya (PU) dan Kabupaten
Tanah Datar (PeRa). Hal itu disebabkan terdapat kesalahan teknis padahal
data sudah diupload 2 hari yang lalu (waktu mepet sering terkendala teknis).
Padang termasuk yang aktif melakukan penginputan data secara maksimal.
Untuk rencana aksi 19 kabupaten/kota, yang sudah ada Peraturan Kepala
Daerah-nya adalah Kota Padang dan Kabupaten Agam, yang masih berupa draf
awal adalah Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Limapuluh Kota, Kota
Bukittinggi dan Kota Payakumbuh, sementara yang lainnya belum ada sama

sekali.

e Amanat undang-undang harus dipenuhi terhadap penerapan SPM walaupun
anggaran tidak besar yang dialokasikan, butuh koordinasi perencanaan,
penganggaran serta pengawasan dari OPD terkait. Diharapkan kolaborasi
pemerintah daerah tingkat provinsi dengan kabupaten/kota dalam penerapan
SPM di Sumatera Barat agar dapat menghasilkan prestasi yang lebih baik di

masa yang akan datang.

Laporan Akhir Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Tahun 2024 7



2.3.

Monitoring dan Evaluasi Terpadu pelaksanaan penerapan Standar

Pelayanan Minimal Tahun 2024

Ruang Lingkup pelaksanaan kegiatan

Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi terpadu pelaksanaan
penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah di lingkup wilayah Provinsi
Sumatera Barat. Sebagaimana disebutkan dalam Undang Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa terdapat 6 bidang
urusan wajib pelayanan yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah baik
pemerintah provinsi ataupun kabupaten/kota. Adapun 6 bidang urusan wajib
pelayanan dasar itu adalah; Bidang Pendidikan, Kesehatan, PU dan Penataan
Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Trantibum dan Bidang
Sosial. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan dari 6 urusan wajib pelayanan
dasar yang menjadi kewenangan dari bidang Pemerintahan adalah Dinas

Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Satuan polisi pamong praja.

Uraian kegiatan

Untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi terpadu pelaksanaan penerapan
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2024 telah dibentuk Tim Penerapan
Standar Pelayanan Minimal Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 (terlampir). Tim
Penerapan Standar Pelayanan Minimal Provinsi Sumatera Barat juga telah
menyusun Peraturan Gubernur Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar
Pelayanan Minimal di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023-2026. Peraturan
Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam
pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta penyusunan dokumen perencanaan

daerah dalam upaya pencapaian SPM di daerah.

2.3.1. Pelaksanaan Monev SPM di Kabupaten Padang Pariaman

Pelaksanaan monev dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 2024. Dasar
pelaksanaanya adalah Surat Perintah Tugas Kepala Bappeda Provinsi Sumatera
Barat Nomor : 88/III/SPT/DD/PPM/Bappeda-2024, tanggal 18 Maret 2024 perihal

melakukan perjalanan dinas dalam rangka Koordinasi Pemantauan/ Monitoring
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dan Evaluasi Pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun

2024 ke Kabupaten Padang Pariaman.

a. Kabupaten Padang Pariaman termasuk daerah yang belum mencapai target
100% sesuai target yang telah ditetapkan secara Nasional. Hal ini terjadi
akibat dari Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan dan penganggaran untuk
penerapan Standar Pelayana Minimal (SPM) belum mengacu kepada
Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Peneparan Standar Pelayanan
Minimal dengan tahapan Pengumpulan Data, Penghitungan Kebutuhan

Pemenuhan Pelayanan Dasar.

b. Juga akibat dari tidak melakukan penghitungan kebutuhan anggaran untuk
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai Permendagri Nomor 59
Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal sehingga masih
ada Indikator SPM yang belum ada dukungan anggaran pada masing-masing
Bidang.

c. Dalam penginputan pelaporan capaian mutu SPM melalui aplikasi e SPM
Kemendagri Kabupaten Padang Pariaman juga termasuk yang mengalami
keterlambatan sehingga Pemerintah Pusat dalam hal ini Kemendagri selalu
memberikan perpanjangan waktu untuk daerah menyampaikan laporan
capaian SPM ke dalam aplikasi e SPM Kemendagri. Hal ini terjadi akibat
masing-masing SKPD Pengampu Bidang SPM lambat menyampaikan laporan
sesuai jadwal yang ditentukan.

d. Tahun 2024 untuk indikator pemenuhan SPM yang sesuai dengan Permendagri
Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal belum
semuanya bisa diangarkan dalam bentuk kegiatan dikarenakan keterbatasan
anggaran.

e. Tanggapan dan rekomendasi Tim terhadap permasalahan yang didiskusikan :

Sesuai amanat Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang
pemerintah Daerah menyatakan bahwa Penyelengara Pemerintah Daerah
memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintah Wajib yang berkaitan
dengan Pelayanan Dasar, selanjutnya Pasal 298 menyebutkan bahwa
Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib

yang terkait Pelayanan Dasar.
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Dari Realisasi Pencapaian Target Pemenuhan SPM yang dicapai Kabupaten
Padang Pariaman selama periode Tahun 2023, seperti yang disampaikan
oleh masing-masing Perangkat Daerah Pengampu, maka Bappeda Provinsi
mengharapkan agar Bappeda Kabupaten Padang Pariaman melakukan
analisa dalam penghitungan kebutuhan anggaran untuk pencapaian SPM

selama 1 Tahun.

Variabel dalam melakukan Analisa penghitungan kebutuhan penganggaran
SPM selama 1 tahun antara lain dengan mempedomani Indikator SPM,
Target SPM, Data Sasaran SPM, Anggaran per Satuan Sasaran dan Analisa

Kebutuhan Anggaran.

Dalam rangka penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal tersebut,
pemerintah daerah juga harus mengintegrasikan dalam dokumen perencanaan
dan anggaran daerah serta target pencapaian pada setiap perangkat
daerah pengampu SPM. Pengintegrasian ini menjadi penting agar ada
kepastian bagi Pemerintah Daerah untuk menerapkan dan mencapai target

yang diharapkan sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing.

Masing-masing indikator SPM indikator SPM masuk dalam dokumen
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) masing-masing Kabupaten/Kota
Tahun 2025 dalam bentuk Sub Kegiatan terkait Pemenuhan jenis
pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar bagi Pemerintah Daerah yang
menjadi urusan wajib terdiri atas : Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman, Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan

Masyarakat, dan Sosial.

2.3.2. Pelaksanaan Monev di Kabupaten Pasaman Barat

Monev dilaksanakan pada tanggal 11 s.d 12 Juli 2024 dengan dasar
pelaksanaanyaadalah Surat Perintah Tugas Kepala Bappeda Provinsi Sumatera
Barat Nomor : 094.3/193/Bappeda/7-2024 tanggal 11 Juli 2024 perihal
melakukanperjalanan dinas dalam rangka Koordinasi Pemantauan/Monitoring
dan Evaluasi Terpadu Pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(SPM) Tahun 2024 ke Kabupaten Pasaman Barat.
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a.

b.

C.

Pertemuan dalam rangka pemantauan/monitoring dan evaluasi
pelaksanaan penerapan SPM dilaksanakan di ruang rapat Sekretariat
Daerah Kabupaten Pasaman Barat yang dipimpin oleh Asisten I
Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat
Bapak Setia Bakti,
Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat, Bapak
M.Yandra Hanafi, S.STP, M.Si beserta Tim Teknis dan SKPD Pengampu

SPM, sedangkan dari Provinsi dikoordinir oleh Kabag. Pemerintahan Setda.

SH dan didampingi oleh Kepala Bagian Tata

Provinsi beserta Perangkat Daerah baik Tim Teknis maupun Perangkat
Daerah Pengampu SPM Provinsi Sumatera Barat.
Jumlah sub kegiatan terkait pelaksanaan penerapan SPM tahun 2024 di
Kabupaten Pasaman Barat di lingkup Bidang Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia, sudah terakomodir seluruhnya dari jumlah sub
kegiatan yang seharusnya diakomodir, yaitu:
Bidang Pendidikan 12 sub kegiatan dengan jumlah anggaran
Rp.109.472.958.607,-
Bidang Kesehatan 12 sub kegiatan dengan jumlah anggaran
Rp.4.015.811.162,-
Bidang Trantibumlinmas 4 sub kegiatan (Kebakaran Daerah 3 sub
kegiatan, hanya 1 Sub Kegiatan yang ada anggarannya dengan jumlah
anggaran Rp.501.000.000,-
anggaran Rp.515.000.000,-),
Bidang Sosial 2
Rp.1.339.665.889,-.

Indeks pencapaian SPM Kabupaten Pasaman Barat Triwulan I Tahun 2024:

dan Trantibum 1 sub kegiatan, jumlah

sub kegiatan dengan jumlah anggaran

% PENCAPAIAN
PENERIMA
LAYANAN DASAR

KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM
BIDANG :

% PENCAPAIAN
MUTU MINIMAL
LAYANAN DASAR

PENDIDIKAN

1. Pendidikan Dasar Usia Dini, 14,07 %

Total Pencapaian 22,42 %

8,35%

2. Pendidikan Dasar
Total Pencapaian 80,14 %

63,18 %

16,96 %

3. Pendidikan Kesetaraan 2,05 %

Total Pencapaian 6,05 %

4,00 %

KESEHATAN

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, 11,29 %

6,68 %
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% PENCAPAIAN
PENERIMA
LAYANAN DASAR

KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM
BIDANG :

% PENCAPAIAN
MUTU MINIMAL
LAYANAN DASAR

Total Pencapaian 17,97 %

2. Pelayanan Kesehatan lbu Bersalin 13,45 %
Total Pencapaian 21,02 %

7,57 %

3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 15.03 %
Total Pencapaian 21.4 %

6.37 %

4. Pelayanan Kesehatan Balita 10.41 %
Total Pencapaian 14.18 %

3.77 %

5. Pelayanan  Kesehatan Pada Usia 0,00 %
Pendidikan Dasar
Total Pencapaian 13.67 %

13.67 %

6. Pelayanan Kesehatan Pada Usia 24.98 %
Produktif
Total Pencapaian 44.98 %

20,00 %

7. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut 15.35%
Total Pencapaian 15.53 %

0.18 %

8. Pelayanan Kesehatan Penderita 12.23 %
Hipertensi
Total Pencapaian 29.73 %

17.5%

9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes 74.10 %
Melitus
Total Pencapaian 92.43 %

18.33 %

10. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan 73.51%
Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat
Total Pencapaian 87.80 %

14.29 %

11. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga 21.85%
Tuberkulosis
Total Pencapaian 41.10 %

19.25 %

12. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan 15.57 %
Risiko Terinfeksi HIV
Total Pencapaian 30.17 %

14.60 %

TRANTIBUMLINMAS :

e TRANTIBUM

1. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban 0,00 %
Umum,
Total Pencapaian 0,00 %

0,00 %

e KEBAKARAN DAERAH

1. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi 14,00 %
Korban Kebakaran,
Total Pencapaian 14,00 %

0,00 %

SOSIAL

1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang 17.39%
Disabilitas Telantar di Luar Panti,
Total Pencapaian 30.37%

12.98 %

2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di 28.57 %
Luar Panti,
Total Pencapaian 41.43 %

12.86 %

3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia 26.67 %
Terlantar di Luar Panti,
Total Pencapaian 40.31%

13.64 %
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% PENCAPAIAN % PENCAPAIAN
KATEGORI INDBEIIIZ()?AEEGN:CAPAIAN SPM PENERIMA MUTU MINIMAL
LAYANAN DASAR | LAYANAN DASAR
4. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial 80,00 % 20,00 %
Khususnya Gelandangan dan Pengemis
di Luar Panti,
Total Pencapaian 100,00 %
5. Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada 0,00 % 100,00 %
Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi
Korban Bencana Kabupaten/Kota,
Total Pencapaian 20,00 %

d. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan SPM di
Kabupaten Pasaman Barat tahun 2024 :

- Masalah pendataan yang lemah, dimana variable yang sangat terkait
dengan pelaksanaan SPM tidak terakomodir di data sementara variable
data P3KE.

- Kendala koordinasi dengan OPD pengampu SPM yang kurang maksimal
dalam penyusunan Rencana Aksi Pelaksanaan SPM sehingga sampai
kondisi Minggu ke II Bulan Juli 2024 Dokumen RAD SPM di Kab. Pasaman
Barat belum bisa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

- Ada beberapa sub kegiatan terkait pelaksanaan SPM vyang tidak
terakomodir karena focus daerah pada penanganan pasca gempa, seperti
pada OPD PUPR, dalam hal ini Bappeda sudah meminta keterangan tertulis.

- Pengadaan permakanan bagi lansia pada tahun 2024 yang tersebar di
berbagai daerah/nagari membutuhkan kerjasama dengan kelompok
masyarakat, karena hal ini terkendala kondisi geografis dan keterbatasan
SDM.

- Data di Dapodik kurang sinkron dengan data riil di lapangan karena ada
perbedaan, sehingga butuh effort lebih, dalam hal ini.

- Butuh verifikasi dan validasi data pendukung dalam hal pelaporan karena
data-data belum ditampilkan pada rencana aksi.

- Proses input data tahapan di sistim belum selesai sehingga peringkat kab.
Pasaman Barat berada pada peringkat 2 terendah setelah kab. Kepulauan
Mentawai.

e. Tanggapan dan rekomendasi Tim terhadap permasalahan yang

didiskusikan :
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Pada bidang urusan Trantibumlinmas sub bidang urusan Kebakaran
Daerah, baru diinput laporan pelaksanaan 1 sub kegiatan sedangkan 2 sub
kegiatan lagi belum ada realisasi yang diinput untuk itu, karena system
masih dibuka maka segera lakukan pengimputan si Sistem e_SPM.
Demikian juga dengan input laporan persentase pencapaian penerima
layanan dasar dan persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar
yang masih nol agar diinputkan pada pelaporan triwulan II ini.

Agar segera menuntaskan penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM dan
di tetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Pasaman Barat,
dan perlu dilakukan sinkronisasi dengan Program Prioritas Provinsi
Sumatera Barat terkait program prioiritas yang perlu diselaraskan dengan
Kabupaten/Kota.

Pada tahun 2025 akan dibangun Panti Sosial Terpadu untuk memenuhi
Indikator SPM belum tersedia yakni Panti Anak Terlantar yang
direncanakan di lokasi Panti Andam Dewi Sukarami Solok dan

diperuntukkan bagi seluruh Kab/Kota bagi Pemenuhan SPM.

2.3.3. Pelaksanaan Monev di Kota Bukittinggi dan Kabupaten Tanah Datar
a. Penerapan SPM Tahun 2024, sampai saat ini Kota Bukittinggi berdasarkan

hasil evaluasi kinerja persentase capaian SPM Triwulan II untuk setiap
bidang/urusan mencapai 66,01%. Persentase Realisasi capaian SPM Tahun

2024 untuk setiap Bidang/Urusan : - Pekerjaan Umum, kondisi saat ini

status dari informasi keterisian = 88,89%, Status Capaian = 95,96%,

Serapan Anggaran 20%.Tidak ada permasalahan. Peran Provinsi selalu
melakukan pemantauan dan evaluasi. - Perumahan Rakyat, keterisian =

50% dari pengisian tidak ada masalah tetapi progres belum optimal.

Adanya perbedaan pemahaman terhadap Permen PUPR (baik tingkat

Provinsi maupun di daerah).

b. Selain itu masih ada pentahapan SPM yang belum diakomodir dalam SPM

Kota Bukittinggi untuk setiap urusan.

c. Untuk capaian SPM sudah cukup tinggi, tetapi terhadap capaian kinerja
terhadap 6 indikator masih rendah (adanya penurunan), hal ini disebabkan

o/ beberapa faktor :
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Belum menyusun Rencana Aksi (sehigga Rencana Aksi belum di Upload ke
e_SPM).

Kepatuhan daerah dalam Pelaporan Capaian setiap Triwulan, agar lebih

awal pengisiannya di SPM.

Dapat disampaikan bahwa sampai saat ini Kota Bukitinggi belum menyusun
Rencana Aksi akibatnya Rencana Aksi terlambat/belum di Upload pada

Aplikasi e-SPM, agar dilakukan percepatan penyusunannya.

Untuk keaktifan Tim Penerapan SPM Kota Bukittinggi perlu ditingkatkan.
Berdasarkan Evaluasi Kinerja SPM Kota Bukittinggi se-Sumatera Barat
Tahun 2023 untuk kategori Kota Terbaik Kota Bukittinggi berada pada
posisi peringkat ke-6 dari Kota di Sumatera Barat. Hasil Kinerja Kota
Bukittinggi 82,59%. Arahan dari Tim Penerapan SPM Provinsi, SPM
merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan dan reword dari
pemerintah pusat yang menjadi salah satu indikator memberikan anggaran
lebih kepada pemerintah daerah melalui Dana DAU dan DAK. SPM

merupakan dasar untuk memberikan DAU/DAK.

d. Penerapan SPM Tahun 2024, sampai saat ini Kabupaten Tanah Datar
berdasarkan hasil evaluasi kinerja persentase capaian SPM Triwulan II
untuk setiap bidang/urusan mencapai 59,31%. Persentase Realisasi
capaian SPM Tahun 2024 untuk setiap Bidang/Urusan : Pekerjaan Umum,
kondisi saat ini belum melakukan pengumpulan data, pola pendanaan. Agar
melakukan juga koordinasi dengan Bappeda baik Bappeda Kabupaten
maupun Provinsi. Peran Provinsi selalu melakukan pemantauan dan
evaluasi. Perumahan Rakyat, belum mengisi anggaran tetapi sudah
melakukan pentahapan (sudah membuat tahapan dan perencanaan)
namun progress belum optimal. Dan adanya perbedaan pemahaman
terhadap Permen PUPR (baik tingkat Provinsi maupun di daerah). Selain itu
masih ada pentahapan SPM yang belum diakomodir dalam SPM Kabupaten

Tanah Datar untuk setiap urusan.
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e. Untuk capaian SPM sudah cukup baik, tetapi terhadap capaian kinerja
terhadap 6 indikator masih rendah (adanya penurunan), hal ini disebabkan

oleh beberapa faktor, antara lain :
Belum menyusun Rencana Aksi (Rencana Aksi terlambat di Upload).

Kepatuhan daerah dalam Pelaporan Capaian setiap Triwulan, agar lebih

awal pengisiannya di SPM (Terlambat dalam penyampaian pelaporan).

Dapat disampaikan bahwa sampai saat ini Kabupaten Tanah Datar sudah

menyusun Rencana Aksi tetapi belum di Upload pada Aplikasi e-SPM.

Untuk keaktifan Tim Penerapan SPM Kabupaten Tanah Datar perlu
ditingkatkan.

Setiap indikator SPM harus ada pembiayaan, jika tidak terealisasi
otomatis akan mengurangi kinerja SKPD. Gambaran SPM Kabupaten
Tanah Datar Tahun 2023.

f. Berdasarkan Evaluasi Kinerja SPM Kabupaten Tanah Datar se-Sumatera
Barat Tahun 2023 untuk kategori Kabupaten Terbaik, Kabupaten Tanah
Datar berada pada posisi ke-10 dari Kabupaten di Sumatera Barat
(peringkat 3 terakhir di Provinsi Sumatera Barat).

g. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan SPM di ke
dua Daerah yakni Kota Bukittinggi dan Kabupaten Tanah Datar tahun 2024:

Kendala koordinasi dengan OPD pengampu SPM yang kurang maksimal
dalam penyusunan Rencana Aksi Pelaksanaan SPM sehingga sampai
kondisi Minggu ke I Bulan Agustus 2024 Dokumen RAD SPM belum bisa
ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Data di Dapodik kurang sinkron dengan data riil di lapangan karena ada
perbedaan, sehingga butuh effort lebih, dalam hal ini.

Butuh verifikasi dan validasi data pendukung dalam hal pelaporan karena
data-data belum ditampilkan pada rencana aksi.

Proses input data tahapan di sistim belum selesai sehingga Kota
Bukittinggi dan Kabupaten Tanah Datar belum 100% nilai realisasi sesuai

target yang ditetapkan.
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h. Tanggapan dan Rekomendasi Tim terhadap permasalahan yang
didiskusikan:

Bahwa SPM merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan dan
bentuk reword oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah dan menjadi
salah satu indikator memberikan anggaran lebih kepada pemerintah
daerah melalui Dana DAU/DAK (dasar untuk memberikan Dana
DAU/DAK).
Walaupun SPM bukan Mandatori Pusat namun menjadi Prioritas Daerah
dalam penganggaran dan menjadi tanggungjawab masing-masing
kepala daerah, untuk itu Tim Penerapan SPM Kota Bukittinggi dan
Kabupaten Tanah Datar perlu duduk bersama terkait Proses
Perencanaan dan Penganggaran SPM untuk Tahun 2025 dan lebih
intens lagi melakukan rapat koordinasi bersama Perangkat Daerah
Pengampu pelaksana SPM untuk percepatan pencapaiannya.
Agar segera menuntaskan penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM
dan di tetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan perlu dilakukan
sinkronisasi dengan Program Prioritas Provinsi Sumatera Barat terkait
program prioiritas yang perlu diselaraskan dengan Kabupaten/Kota.
Kota Bukittinggi maupun Kabupaten Tanah Datar melalui Tim
Penerapan SPM agar segera melakukan upload Rencana AKksi
Penerapan SPM pada Aplikasi e-SPM, untuk membuat strategi

pencapaian pemenuhan SPM.

2.3.4. Pelaksanaan Monev di Kota Padang Panjang
a. Pembahasan SPM yang dikoordinir oleh Bagian Tata Pemerintahan Kota
Padang Panjang (Bidang PPM) bersama dengan OPD pengampu SPM, yaitu

Dinas Kesehatan, Dinas Satpol PP dan Damkar dan Dinas Sosial.

b. Pencapaian Pelaksanaan SPM di Kota Padang Panjang Triwulan I Tahun
2024, yakni:
Bidang Pendidikan telah melakukan Input sebesar 98,04 %% (hijau)

Bidang Kesehatan Telah Melakukan Input sebesar 93,58 % (hijau)
Bidang Pekerjaan Umum telah melakukan input sebesar 100 % (hijau)

Bidang Perumahan Rakyat telah melakukan input sebesar 100% (hijau)
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Bidang Trantibumlinmas telah melakukan input sebesar 95,65% (Hijau)
Bidang Sosial telah melakukan input sebesar 100% (hijau)

c. Pencapaian Pelaksanaan SPM di Kota Padang Panjang Triwulan II Tahun
2024, yakni:

- Bidang Pendidikan Telah melakukan Input sebesar 98,04 %% (hijau)

- Bidang Kesehatan Telah Melakukan Input sebesar 97,79% (hijau)

- Bidang Pekerjaan Umum telah melakukan input sebesar 100% (hijau)

- Bidang Perumahan Rakyat telah melakukan input sebesar 89,47% (hijau)
- Bidang Trantibumlinmas telah melakukan input sebesar 89,29 % (hijau)
- Bidang Sosial telah melakukan input sebesar 100% (hijau)

d. Total Anggaran untuk Pendanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
kota Padang Panjang pada triwulan II tahun 2024 baru 13,4%.

e. Sementara untuk capaian SPM kota Padang Panjang pada triwulan II tahun
2024 baru diangka 79,13 %.

PRRSRAToA FIALGAS waCThFmn L Tl Jdid

f. Tanggapan dan Rekomendasi Tim untuk Kota Padang Panjang :

- Sesuai amanat Pasal 18 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentangPemerintahan Daerah menyatakan bahwa Penyelenggara
Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan
Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, selanjutnya Pasal 298
menyebutkan bahwa Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan
Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar.

- Dari Realisasi Pencapaian Target Pemenuhan SPM yang dicapai Kota
Padang Panjang selama periode Januari-Juni 2024, seperti yang
disampaikan oleh masing-masing Perangkat Daerah Pengampu, maka
Bappeda Provinsi mengharapkan agar Pemko Kota Padang Panjang
melakukan analisa dalam penghitungan kebutuhan penganggaran untuk

pencapaian untuk semua SPM selama 1 Tahun.
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- Variable dalam melakukan Analisa penghitungan kebutuhan penganggaran

SPM selama 1 tahun antara lain dengan mempedomani Indikator SPM,

Target SPM, Data Sasaran SPM, Anggaran per Satuan Sasaran dan Analisa

Kebutuhan Anggaran.

2.3.5. Pelaksanaan Monev di Kabupaten Agam

a. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2024 dilaksanakan

Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Agam, dan Pembahasan dikoordinir

oleh Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Agam, Tim Penerapan SPM

Provinsi bersama dengan OPD Pengampu SPM, yaitu Dinas Pendidikan,

Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas PUPR, Dinas Perkim dan Satpol PP.

b. Pencapaian Pelaksanaan SPM di Kabupaten Agam pada Triwulan I tahun

2024 antara lain :

Bidang Pendidikan Telah melakukan Input sebesar 92,01 %% (hijau)
Bidang Kesehatan Telah Melakukan Input sebesar 92,45 % (hijau)
Bidang Pekerjaan Umum telah melakukan input sebesar 100 % (hijau)
Bidang Perumahan Rakyat telah melakukan input sebesar 100% (hijau)
Bidang Trantibumlinmas telah melakukan input sebesar 90,65% (Hijau)
Bidang Sosial telah melakukan input sebesar 100% (hijau)

Pencapaian Pelaksanaan SPM di Kabupaten Agam pada Triwulan II tahun

2024 antara lain :

- Bidang Pendidikan Telah melakukan Input sebesar 100 %% (hijau)

- Bidang Kesehatan Telah Melakukan Input sebesar 100% (hijau)

- Bidang Pekerjaan Umum telah melakukan input sebesar 100% (hijau)

- Bidang Perumahan Rakyat telah melakukan input sebesar 100% (hijau)

- Bidang Trantibumlinmas telah melakukan input sebesar 100 % (hijau)

- Bidang Sosial telah melakukan input sebesar 100% (hijau)

Total Anggaran untuk Pendanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Kabupaten Agam pada Triwulan II Tahun 2024 baru 81,45,2%.

Sementara untuk capaian SPM Kabupaten Agam pada Triwulan II Tahun

2024 sudah diangka 100%.
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e. Tanggapan dan Rekomendasi Tim untuk Kabupaten Agam, yakni :
Sesuai amanat Pasal 18 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Penyelenggara
Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan  Urusan
Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar,
selanjutnya Pasal 298 menyebutkan bahwa Belanja Daerah
diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang
terkait Pelayanan Dasar.

Dari Realisasi Pencapaian Target Pemenuhan SPM yang dicapai
Kabupaten Agam selama periode Januari-Juni 2024, seperti yang
disampaikan oleh masing-masing Perangkat Daerah Pengampu, maka
Bappeda Provinsi mengharapkan agar Pemerintah Daerah Kabupaten
Agam melakukan analisa dalam penghitungan kebutuhan
penganggaran untuk pencapaian untuk semua SPM selama 1 Tahun.
Variabel dalam melakukan Analisa penghitungan kebutuhan
penganggaran SPM selama 1 tahun antara lain dengan mempedomani
Indikator SPM, Target SPM, Data Sasaran SPM, Anggaran per Satuan
Sasaran dan Analisa Kebutuhan Anggaran.

Rencana Aksi Penerapan SPM yang belum di tetapkan dengan
Peraturan Kepala Daerah, maka diharapkan percepatan, karena ini

salah satu indikator penilaian ditingkat pusat.

2.3.6. Pelaksanaan Monev di Kabupaten Dharmasraya

a. Capaian kinerja Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 tercatat sebesar
98,68. Namun, formulasi 6 komponen Kabupaten Dharmasraya menurun
menjadi 91,20 yang menunjukkan adanya kesenjangan. . Hal ini diduga
disebabkan oleh belum adanya rencana aksi serta masalah kepatuhan
dalam penginputan laporan triwulan I, II, dan III. Pada Triwulan II, banyak
OPD penyelenggara urusan wajib terkait pelayanan dasar yang belum

melakukan penginputan data, dengan rincian sebagai berikut:
- Dinas Pendidikan belum menginput seluruh tahapan (pendataan,
penghitungan, perencanaan, dan pelaksanaan), Dinas Kesehatan baru

menginput pendataan dan penghitungan, namun perencanaan dan
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pelaksanaan belum diinput, Dinas PU belum menginput satupun
tahapan, Dinas Perumahan Rakyat tinggal pelaksanaan yang belum
diinput, Trantibbum dan Damkar belum menginput semua tahapan,
Kebencanaan baru menginput pendataan dan penghitungan, dan Dinas
Sosial sudah menginput penghitungan, namun pendataan,
perencanaan, dan pelaksanaan belum diinput.

- Keterlambatan dan ketidaklengkapan penginputan ini sangat
mempengaruhi penilaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang
terdiri dari 6 komponen, yaitu capaian kinerja (60%), anggaran (10%),
tahapan penerapan SPM (10%), tim penerapan SPM (5%), dokumen
rencana aksi (5%), dan kepatuhan dalam penyampaian laporan
triwulan (10%).

b. Selama Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah
menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM), namun implementasinya
masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk
keterbatasan anggaran pada program dan kegiatan pendukung SPM serta
kurangnya personel yang memiliki kompetensi di bidangnya. Masih
terdapat beberapa indikator yang belum mendapatkan alokasi anggaran,
sehingga pemenuhan dan pencapaian target indikator pada masing-masing
Bidang SPM belum sepenuhnya terjamin.

c. Terdapat perbedaan pemahaman dalam penentuan sasaran layanan
kesehatan antara Pasal 7 Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 dan
Permenkes Nomor 6 Tahun 2024. Pasal 7 Permendagri 59/2021
mengarahkan penentuan sasaran intervensi anggaran kepada masyarakat
miskin berdasarkan data dari DTKS, sementara Permenkes 6/2024
mengizinkan penentuan sasaran layanan kesehatan menggunakan data
proyeksi BPS (Data Pusdatin) atau data lainnya yang diyakini kebenaran
dan validitasnya yang ditetapkan oleh kepala daerah. Disarankan agar
kabupaten/kota menggunakan data riil yang ditetapkan kepala daerah,
dengan penetapan data sasaran pada bulan April. Untuk Triwulan I dan II,
dapat digunakan data sementara per 31 Desember tahun sebelumnya, dan

pada Triwulan III, dilakukan penyesuaian menggunakan data yang valid.
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d. Rekomendasi Tim kepada Kabupaten Dharmasraya adalah :

- Sesuai dengan amanat Pasal 18 ayat 1 dan 3 Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 bahwa Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang
berkaitan dengan pelayanan dasar yang berpedoman pada Standar
Pelayanan Minimal SPM), yang dilakukan dengan tahapan: a).
pengumpulan data, b). perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan
dasar, c). penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar, dan d).
pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar. Peraturan Kepala Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus
mendukung sepenuhnya terhadap perencanaan dan penganggaran
terhadap target pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada 6
(enam) bidang yang terkait yakni : Bidang Pendidikan, Bidang
Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan Rakyat,
Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

serta Bidang Sosial.

- Pelaksanaan dan penganggaran Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh
Pemerintah Daerah belum sepenuhnya mengacu pada Permendagri
Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
dengan tahapan Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan
Dasar. Akibatnya, masih terdapat beberapa Indikator SPM yang belum
didukung oleh alokasi anggaran dari APBD Kabupaten Dharmasraya

serta penyediaan sumber daya aparatur yang memadai.

- Kepatuhan dalam penginputan pelaporan capaian mutu SPM setiap
triwulan melalui Aplikasi e-SPM di Kabupaten Dharmasraya masih
menghadapi keterlambatan. Hal ini disebabkan oleh keterlambatan
masing-masing OPD Pengampu bidang SPM dalam menyampaikan

laporan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

- Diperlukan penguatan Tim Penerapan SPM Kabupaten Dharmasraya
agar lebih aktif dalam melaksanakan rapat koordinasi secara berkala,
guna mencapai target SPM yang telah ditetapkan. Untuk itu,

diharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya dapat
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menganalisis dan merencanakan kebutuhan anggaran untuk
pemenuhan SPM setiap Tahun Anggaran, serta mengintegrasikan
Indikator SPM ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

2.3.7. Pelaksanaan Monev di Kabupaten Solok Selatan

a. Hasil pembahasan terhadap Pencapaian Pelaksanaan SPM di Kabupaten
Solok Selatan pada Triwulan I Tahun 2024 antara lain :

Bidang Pendidikan Telah melakukan Input sebesar 100 %% (hijau)
Bidang Kesehatan Telah Melakukan Input sebesar 90,67 % (hijau)
Bidang Pekerjaan Umum telah melakukan input sebesar 100 % (hijau)
Bidang Perumahan Rakyat telah melakukan input sebesar 100% (hijau)
Bidang Trantibumlinmas telah melakukan input sebesar 93,45% (Hijau)
Bidang Sosial telah melakukan input sebesar 97,35% (hijau)

b. Hasil pembahasan terhadap Pencapaian Pelaksanaan SPM di Kabupaten
Solok Selatan pada Triwulan II Tahun 2024 antara lain :

Bidang Pendidikan Telah melakukan Input sebesar 95,5 %% (hijau)
Bidang Kesehatan Telah Melakukan Input sebesar 53,6% (Kuning)
Bidang Pekerjaan Umum telah melakukan input sebesar 6,1% (Merah)
Bidang Perumahan Rakyat telah melakukan input sebesar 48,9%
(Merah)

Bidang Trantibumlinmas telah melakukan input sebesar 76,1 %
(Merah)

Bidang Sosial telah melakukan input sebesar 0% (Hitam)

c. Total Anggaran untuk Pendanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kabupaten Solok Selatan pada Triwulan II Tahun 2024 baru 74,23,2%.
Sementara untuk capaian SPM Kabupaten Solok Selatan pada triwulan II
tahun 2024 sudah diangka 49,82 %.

d. Rekomendasi tim kepada Kabupaten Solok Selatan antara lain sebagai
berikut :

- Sesuai amanat Pasal 18 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Penyelenggara
Pemerintahan Daerah  memprioritaskan  pelaksanaan  Urusan

Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar,
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selanjutnya Pasal 298 menyebutkan bahwa Belanja Daerah
diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait

Pelayanan Dasar.

- Dari Realisasi Pencapaian Target Pemenuhan SPM yang dicapai
Kabupaten Solok Selatan selama periode Januari-Juni 2024, seperti
yang disampaikan oleh masing-masing Perangkat Daerah Pengampu,
maka Bappeda Provinsi mengharapkan agar Pemerintah Daerah
Kabupaten Agam melakukan analisa dalam penghitungan kebutuhan

penganggaran untuk pencapaian untuk semua SPM selama 1 Tahun.

- Variabel dalam melakukan Analisa penghitungan kebutuhan
penganggaran SPM selama 1 tahun antara lain dengan mempedomani
Indikator SPM, Target SPM, Data Sasaran SPM, Anggaran per Satuan
Sasaran dan Analisa Kebutuhan Anggaran. Rencana Aksi Penerapan
SPM yang belum di tetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, maka
diharapkan percepatan, karena ini salah satu indikator penilaian
ditingkat pusat.

2.3.8. Pelaksanaan Monev di Kabupaten Kepulauan Mentawai
a. Hasil monev dengan tim penerapan SPM Kab. Kepulauan Mentawai bahwa
capaian SPM kondisi Triwulan 2 Tahun 2024 sudah cukup tinggi sebesar

87% (peringkat ke-3 tertinggi se-Sumatera Barat) dan realisasi anggaran

sebesar 53 %, dengan rincian per Bidang SPM sebagi berikut :

SPM CAPAIAN REALISASI
(%) ANGGARAN (%)
1. Bidang Pendidikan 92,59 28,8
2. Bidang Kesehatan 46,09 0
3. Bidang Pekerjaan Umum 93,94 0
4. Bidang Perumahan Rakyat 100,00 3,3
5. Bidang Trantibumlinmas 93,08 0
6. Bidang Sosial 96,28 0

b. Jumlah anggaran kegiatan pelaksanaan penerapan SPM tahun 2024 di
Kabupaten Kep. Mentawai belum seluruhnya terinput dan hanya dari
APBD Kabupaten saja ke sistem e-SPM, yaitu :

e Bidang Pendidikan, dengan anggaran Rp.58.190.300.830,-

e Bidang Kesehatan; dengan anggaran Rp.0 (belum diinput)
e Bidang Pekerjaan Umum; dengan anggaran Rp.11.986.746.000,-
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Bidang Perumahan Rakyat; dengan anggaran Rp.3.931.796.000,-

Bidang Trantibumlinmas; dengan anggaran Rp.0 (belum diinput)

Bidang Sosial; dengan anggaran Rp.0 (belum diinput)

c. Progress penginputan data penerapan SPM Kabuopaten Kep. Mentawai di

e-SPM pada triwulan 2 tahun 2024 sudah tinggi, antara lain :

Bidang Pendidikan; sebesar 100 %

Bidang Kesehatan; sebesar 86,19 %

Bidang Pekerjan Umum; sebesar 100 %

Bidang Perumahan Rakyat; sebesar 100 %

Bidang Trantibumlinmas; sebesar 89,29 %

Bidang Sosial; sebesar 81,36 %

Sedangkan penginputan dokumen rata-rata sudah 87%, dengan rincian :

Pendidikan sebesar 92,59%, Kesehatan sebesar 46,09%, Pekerjaan Umum

sebesar 93,94%, Perumahan Rakyat sebesar 100&, Trntibumlinmas sebesar

93,08% dan Sosial sebesar 96,28.

d. Dilihat dari capaian dan mutu layan SPM kabupaten Kepulauan Mentawai

Triwulan 2 tahun 2024, terlihat sebagai berikut

Diabetes Melitus

% PENCAPAIAN % PENCAPAIAN
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN TOTAL PENERIMA MUTU MINIMAL
SPM BIDANG CAPAIAN LAYANAN LAYANAN
DASAR DASAR
PENDIDIKAN 92,59 %
1. Pendidikan Dasar Usia Dini 90,65 % 80 % 10,65 %
2. Pendidikan Dasar 93,88 % 80 % 13,88 %
3. Pendidikan Kesetaraan 93,24 % 80 % 13,24 %
KESEHATAN 46,09 %
1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 38,72 % 20,24 % 18,48 %
2. Pelayanan Kesehatan Ibu 42,69 % 22,69 % 20%
Bersalin
3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru 41,10 % 22,56 % 18,54 %
Lahir
4. Pelayanan Kesehatan Balita 43,96 % 23,96 % 20,00%
5. Pelayanan Kesehatan Pada Usia 0% 0% 0%
Pendidikan Dasar
6. Pelayanan Kesehatan Pada Usia 54,34 % 37,50 % 16,84 %
Produktif
7. Pelayanan Kesehatan Pada Usia 89,44% 69,44 % 20%
Lanjut
8. Pelayanan Kesehatan Penderita 44,13% 24,13% 20%
Hipertensi
9. Pelayanan Kesehatan Penderita 100 % 80 % 20 %
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% PENCAPAIAN % PENCAPAIAN
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN TOTAL PENERIMA MUTU MINIMAL
SPM BIDANG CAPAIAN LAYANAN LAYANAN
DASAR DASAR
10. Pelayanan Kesehatan Orang 37,78 % 20% 17,78 %
Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)
Berat
11. Pelayanan Kesehatan Orang 40,89 % 20,89 % 20%
Terduga Tuberkulosis
12. Pelayanan Kesehatan Orang 20 % 0% 20 %
Dengan Risiko Terinfeksi HIV
PEKERJAAN UMUM 93,94 %
1. Penyediaan Kebutuhan Pokok 97,79 % 78,19 % 19,60 %
Air Minum Sehari-hari
2. Penyediaan Pelayanan 90,10 % 70,46 % 19,64 %
Pengolahan Air limbah
Domestik
TRANTIBUMLINMAS : 93,08 %
e TRANTIBUM
Pelayanan Ketentraman dan 0% 0% 0%
Ketertiban Umum
o KEBENCANAAN
1. Pelayanan Informasi Rawan 0% 0% 0%
Bencana
2. Pelayanan Pencegahan dan 0% 0% 0%
Kesiapsiagaan Terhadap
Bencana
3. Pelayanan Penyelamatan dan 0% 0% 0%
Evakuasi Korban Bencana
o KEBAKARAN DAERAH
1. Pelayanan Penyelamatan dan 0% 0% 0%
Evakuasi Korban Kebakaran
SOSIAL 96,28%
1. Rehabilitasi Sosial Dasar 93,85 % 80 % 13,85 %
Penyandang Disabilitas
Telantar di Luar Panti
2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak 98,33 80 % 18,33 %
Telantar di Luar Panti,
3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut 89,23 % 80 % 9,23 %
Usia Terlantar di Luar Panti,
4. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna 100% 80 % 20 %
Sosial Khususnya Gelandangan
dan Pengemis di Luar Panti,
5. Perlindungan dan Jaminan 100% 80 % 20 %
Sosial Pada Saat Tanggap dan
Paska Bencana Bagi Korban
Bencana Kabupaten/Kota

e. Tahapan penerapan SPM yang sudah dilaksanakan hanya Bidang Sosial
yaitu dari pendataan, perhitungan, perencanaan, tetapi tahap pelaksanaan

(belum dilaksanakan), sedangkan bidang lain belum ada sama sekali.

f. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan SPM di
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Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2024 :

Persentase capaian SPM Kabupaten Kep. Mentawai Triwulan 2 Tahun
2024 sudah tinggi, namun mutu capaiannya masih rendah karena datas
yang diinput hanya sekedar pemenuhan target keterisian tanpa

memperhatikan validitasnya.

Data target sasaran SPM yang ditetapkan/diinput ke e-SPM diperoleh
tidak melalui tahapan pendataan, sehingga realisasi capaiannya tidak

menggambarkan kondisi riil di lapangan.

Masih kurangnya Koordinasi OPD pengampu SPM yang berdampak
kepada keterlambatan penyusunan rencana aksi penerapan SPM, Tim
penerapan SPM, keaktifan Tim SPM melaksanakan rapat-rata secara

berkala dan penyampaian pelaporan SPM,

Belum disusun/ditetapkannya rencana aksi penerapan SPM melalui
Peraturan Bupati, SK Tim Penerapan SPM khususnya Tahun 2023 dan
2024.

Penerapaan SPM di Kabupaten Kep. Mentawai terkendala keterbatasan

anggaran, SDM dan sarana prasarana pendukung.

Kurang lengkapnya keterisian data pada e-SPM seperti : data capaian
SPM, alokasi anggaran (hanya APBD Kabupaten), program/kegiatan SPM
dan permasalahan masing-masing bidang SPM dan masih melakukan

perubahan target layanan di akhir triwulan 2.

Masih banyak ditemui data penginputan capaian dan realisasi belum
menggambarkan kondisi faktual yang terjadi di daerah, seperti : capaian

dan realisasi dengan angka "1 atau 100".

- Sumber data penetapan target sasaran menggunakan data yang
validitasnya rendah dan pendataan beberapa kecamatan saja sehingga

mempengaruhi kualitasnya.
g. Tanggapan dan rekomendasi Tim :

Dalam penetapan SK Tim Penerapan SPM tahun 2024 agar mengacu
pada Permendagri No.59 Tahun 2021 yang keanggotaanya ditambah
3 (tiga) OPD yaitu OPD Dinas Dukcapil, DPMD dan Dinas Kominfo.
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Agar menyelesaikan penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM tahun
2023 dan 2024 dalam bentuk Ranperkada dan sekaligus menginput ke e-
SPM (baik dalam bentuk draf atau rancangan akhir yang telah ditandatangani
Kepala Daerah.

Untuk memudahkan dalam melakukan pendataan sebaiknyas
menggunakan sumber data yang dapat dipertanggungjawabkan dan
ketersediaan data berkelanjutan, seperti : Dinas Penddikan (data
Dapodik), Dinas Kesehatan (Riskesdas, Pusdatin), dan BPS serta Dinas
PMD, Dinas Dukcapil, jika tidak tersedia sebaiknya digunakan data
yang ditetapkan melalui surat keputusan Kepala Daerah.

Agar melakukan sinkronisasi program/kegiatan prioritas Provinsi yang
selaras dengan Kabupaten Kepulauan Mentawai dan sasaran target

SPM sesuai target penerima layanan dan mutu layanan.

Supaya data yang diinput sinkron dengan data capaian perlu dilakukan
perbaikan dan update data pada sistem e-SPM pada Triwulan 3 dengan
cara menginput ulang data baru (tanpa mengedit data yang sudah ada)

sesuai form yang ada disistem e-SPM.

Agar memperhatikan indikator penilaian SPM sesuai Permendagri
No.59 Tahun 2021, yaitu 1) Penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM;
2) Pembentukan SK Tim SPM; 3) Melkukan tahapan pendataan; 4)
Keaktifan Tim SPM dalam melakukan pertemuan secara berkala; dan
5) Ketaatan melakukan pelaporan SPM.

Dalam melihat kinerja SPM di daerah tidak hanya melihat persentase
capaian keberhasilan SPM saja, tetapi mulai tahun 2024 juga
memperhatikan mutu capaian dari masing-masing bidang SPM.

Untuk mengatasi mengatasi kerbatasan anggaran untuk SPM, selain
bersumber dari dana APBD Kabupaten tetapi dari APBN, DAK, dana
CSR, dana desa dan lainnya.

Untuk daerah yang akan melakukan perubahan/penyesuaian target
layanan bidang SPM sesuai kondisi riil pada Triwulan 3 dapat
menginput ulang data baru (tanpa mengedit data lama di sistem)
sesuai form yang ada disistem e-SPM.

Laporan Akhir Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Tahun 2024 28



BAB 111

PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT

3.1. PERMASALAHAN

Dalam pelaksanaan Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Tahun 2024, masih
terdapat beberapa permasalahan dalam monitoring dan evaluasi dokumen perencanaan

Perangkat Daerah (PD), antara lain:

a. Masih ditemui penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah
Bidang Pemerintahan yang belum sepenuhnya mempedomani Peraturan Menteri
Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah. Dan dalam pelaksanaan belum memperhatikan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

b. Masih ditemui penerapan pelayanan terhadap kebutuhan dasar masyarakat yang
belum optimal sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) menurut Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2014 bahwa Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan
pelayanan dasar yang berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan
ketentuan lebib lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018
tentang Standar Pelayanan Minimal serta Peraturan Menteri yang menangani urusan
terkait pelaksanaan SPM

c. Masih kurangnya alokasi angggaran yang memadai untuk Sub Kegiatan Monitoring
dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah
Bidang Pemerintahan dalam melakukan monitoring penerapan pelayanan terhadap
kebutuhan dasar masyarakat yang belum optimal sesuai Standar Pelayanan Minimal
(SPM) sehingga pelaksanaan beberapa kegiatan terkait monitoring dan evaluasi
dilaksanakan pada sub kegiatan lainnya.
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3.2. UPAYA TINDAK LANJUT

Upaya tindak lanjut yang dilakukan sesuai dengan permasalahan diatas, antara
lain:

1. Diharapkan kepada PD lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
supaya mempelajari dan mempedomani Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang
tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

2. Kepada PD lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada
Kabupaten/Kota agar mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku
dalam kewajiban pemerintah daerah untuk menerapkan SPM sebagai amanat yang

harus dipenuhi.

3. Pada penyusunan anggaran sub kegiatan masa yang akan datang diharapkan adanya
alokasi anggaran yang memadai sebagai bukti bahwa SPM adalah prioritas
pembangunan. untuk Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan agar
terlaksananya kegiatan yang efektif dan efisien. Dengan memperhatikan perhitungan
data penerima SPM (dengan target 100%) serta melakukan analisa biaya kebutuhan

penganggaran untuk pemenuhan SPM tersebut.
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BAB IV

PENUTUP

Sehubungan dengan pelaksanaan Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi

Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang

Pemerintahan, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1.

Guna mendukung proses perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan,
pelaksanakan sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan
Dokumen Perencanaan Pembangunan perangkat Daerah Bidang Pemerintahan

sangatlah penting.

Pelaksanaan Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan pada tahun
2023 terlaksana dengan maksimal. Terlihat dari pencapaian SPM Pemerintah Provinsi
Sumatera Barat tahun 2024 dari 6 bidang urusan, 3 bidang urusan (Kesehatan, PU
dan Sosial) mencapai 100% dan sisanya (Pendidikan, Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman dan Trantiblinmas) mendekati 100%.

Melalui monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan
perangkat daerah diharapkan dapat menginventarisis permasalahan, isu strategis
serta pengumpulan data dan informasi untuk mendukung proses perencanaan
Bidang Pemerintahan untuk pencapaian target kinerja pada RPIMD Provinsi

Sumatera Barat.
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LAMPIRAN

Laporan Akhir Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Tahun 2024 32



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan jenis palayanan dasar
dan mutu pelayvanan dasar yang berhak diperoleh setiap
warga negara secara minimal, pemerintah daerah
menerapkan standar pelayanan minimal;

b. bahwa dalam rangka mengimplementasikan penerapan
standar pelayanan minimal di Provinsi Sumatera Barat,
perlu disusun rencana aksi penerapan standar
pelayanan minimal;

¢. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf
a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2021 tentang Penerapan Standar Palayanan Minimal,
rencana aksi penerapan standar pelayanan minimal
diatur dengan Peraturan Gubernur;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢, periu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi
Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun
2024-2026;

Mengingat - 1, Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856};

3. Undang-Undang ...
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi
Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6806|;

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Preduk Hukum Daerah {Berita
Negera Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI
DAERAH PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
TAHUN 2024-2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

3.

Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat,

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi
Sumatera Barat.

Gubernur adalah Qubernur Sumatera Barat.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penvelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat
SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu
pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan
Wajib vang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara
minimal,

Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulal
dari tahapan pengumpulan data, penghitungan
kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan
rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan
pemenuhan Pelayanan Dasar.

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat
Daerah dalam bentuk upaya vang berisi satu atau lebih
Kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang
disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai
dengan tugae dan fungei,

8. Rencana ...
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8. Rencana Aksi Daserah Penerapan Standar Pelayanan
Minimal atau yang selanjutnya disebut RAD-SPM
adalah dokumen rencana kerja jangka menengah 5
(lima) tahunan dalam pencapaian Penerapan SPM.

Pasal 2

Peraturan Gubemur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi
Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan, monitoring dan
evaluasi serta penyusunan dokumen perencanaan Daerah
dalam upaya Penerapan SPM di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Gubemur ini bertujuan:

a. untuk perencanaan pelaksanaan tahapan penerapan
SPM, serta sebagai pedoman dan arahan dalam
melaksanakan pemantauan dan evaluasi pencrapan SPM
di Daerah; dan

b. membangun koordinasi implementasi penerapan SPM
vang efektif antar perangkat Daerah yang melaksanakan
SPM.

Pasal 4
(1) Gubernur mengoordinasikan pelaksanaan SPM di
Daerah.

(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (]
meliputi:
a penerapan, pemantauan, dan evaluasi SPM; dan
b. Penanganan isu dan permasalahan Pencrapan SPM.,
(3) Untuk pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2} dibentuk tim Penerapan SPM Daerah.
Pasal 5

(1) Tim Penerapan SPM Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) terdiri atas:

a, penanggungiawab : Gubernur;

b. ketua : sekretaris daerah;

c. wakil ketua . kepala badan perencanaan

pembangunan Daerah;

d. sekretaris : kepala biro pemerintahan dan

otonomi Daerah;

e. anggota : 1, kepala Perangkat Daerah
yang menyvelenggarakan
urusan pemerintahan
dibidang pendidikan;

2, kepala Perangkat Daerah
yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan

dibidang kesehatan;
3. Kepala ...



3. kepala Perangkat Daerah
yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan
dibidang bina marga, cipta
karya dan tata ruang,

4. kepala Perangkat Daerah
vang menyelenggarakan
urusan pemerintahan
dibidang perumahan rakyat,
kawasan permukiman dan
pertanahan;

5. kepala Perangkat Daerah
yang menyelenggarakan
urusan pemeérintahan
dibidang ketenteraman dan
ketertiban umum;

6. kepala Perangkat Daerah
yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan
dibidang penanggulangan
bencana Daerah;

7. kepala Perangkat Daerah
yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan
dibidang sosial;

8. kepala Perangkat Daerah
yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan
dibidang pengelolaan
keuangan dan aset Daerah,

9. kepala Perangkat Daerah
yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan
dibidang pengawasan;

10. kepala Perangkat Daerah
yang menyelenggarakan
urusan pemérintahan
dibidang komunikasi,
informasi dan statistik;

11.kepala Perangkat Daerah
yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan
dibidang kependudukan dan
pencatatan sipil; dan

12.kepala Perangkat Daerah

yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan

dibidang pemberdayaan
masyarakat desa,

(2) Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) bertugas:

a. mengoordinasikan ..,
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a. mengoordinasikan rencana aksi Penerapan SPM
dalam bentuk peraturan Gubernur yang diprakarsai
oleh biro pemerintahan dan otonomi Daerah;

b, melakukan koordinasi dengan sekretariat bersama
di tingkat pusat;

c. melakukan pembinaan terkait standar teknis dan
mekanisme Penerapan SPM kepada Perangkat
Daerah yang melaksanakan SPM dan dapat
berkoordinasi dengan kementerian/Lembaga
pemerintah nonkementerian;

d. mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan
sinkronisasi data terkait kondisi Penerapan SPM
secara periodik;

¢. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen
perencanaan serta mengawal dan memastikan
Penerapan SPM terintegrasi ke dalam rencana kerja
Pemerintah Daerah dan rencana kerja Pemerintah
Daerah termasuk pembinaan umum dan teknisnya;

f. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen
penganggaran serta mengawal dan memastikan
Penerapan SPM terintegrasi ke dalam anggaran
pendapatan dan belanja Daerah;

g. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber

pendanaan dalam pemenuhan penganggaran
Daerah dan daerah kabupaten /kota;

h. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan
teknis Penerapan SPM Daerah dan daerah
kabupaten /kota;

i mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM
Daerah dan daerah kabupaten /kota;

j. melakukan sosialisasi Penerapan SPM kepada
masyarakat sebagai penerima manfaat;

k. menerima dan menindaklanjuti = pengaduan
masyarakat  terkait Penerapan SPM  dan
mengkonsolidasikan  laporan  penerapan  dan
pencapaian SPM di Daerah dan daerah
kabupaten /kota, termasuk laporan yang
disampaikan masyarakat melalui sistem informasi
vang dimiliki Pemerintah Daerah yang terintegrasi;

. mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan daerah
kabupaten/kota dan melakukan analisis sebagai
rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya;

m. melakukan rapat secara berkala; dan

n. melaporkan Penerapan SPM kepada sekretanat
bersama di tingkat pusat melalui sistem pelaporan
SPM berbasis aplikasi secara triwulan.

(4] Tim Penerapan SPM Daerah sebagaimana dimaksud pada
avat (1) ditetapkan dengan keputusan Gubernur

5. Tim Penerapan ...

Laporan Akhir Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Tahun 2024 37



(5} Tim Penerapan SPM Daerah dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi
dengan tim Penerapan SPM daerah kabupaten/kota dan
sekretariat bersama SPM di tingkat pusat.

(6) Untuk membantu tim Penerapan SPM Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk
sekretariat tim.

(7) Sekretariat tim sebagaimana dimaksud pada ayat ()
berkedudukan pada Perangkat Daerah vang

melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan dan
otonomi daerah.

Pasal 6

(1) Dokumen RAD-SPM terdiri atas:
a. bab | memuat pendahuluan;
b. bab Il memuat kondisi umum wilayah;

¢, bab IIl memuat kebijakan nasional dan tim Penerapan
SPM;

d.bab IV memuat program prioritas pemenuhan SPM,
perhitungan kebutuhan pembiayaan pencapaian SPM
dan permasalahan;

e. bab V memuat strategi dan kebijakan pencapaian
SPM; dan

f bab VI memuat mekanisme monitoring, evaluasi, dan
pelaporan pelaksanaan SPM.

(2) Dokumen RAD SPM sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tercantum dalam lampiran vang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

(1} Laporan Penerapan SPM dimuat dalam laporan
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilakukan
selama 1 (satu) tahun anggaran dan disampaikan paling
lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir,

(2) Materi laporan Penerapan SPM paling sedikit memuat
hasil, kendala, dan Kketersediaan anggaran dalam
Penerapan SPM.

(3] Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2}, laporan Penerapan SPM dalam laporan
penyvelenggaraan Pemerintahan Daerah harus
mencantumkan rekapitulasi Penerapan SPM daerah
kabupaten/kota,

Pasal 8
(1) Laporan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 avat (1) disampaikan secara berkala setiap 3
(tiga) bulan menggunakan aplikasi.

(2) Bupati ...
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{2) Bupati/wali kota menyampaikan laporan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada gubermur sebagai wakil
pemerintah pusat.

(3) Gubemmur sebagai wakil pemerintah  pusat
menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berisi laporan Penerapan SPM di Daerah dan
rekapitulasi Penerapan SPM di daerah kabupaten /kota
kepada Menteri melalui dircktur jenderal bina
pembangunan daerah,

Pasal 9

Pendanaan Penerapan SPM di Daerah bersumber dari:
a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
b. sumber lain vang sah dan tidak mengikat sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 10

Peraturan Gubermur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan  Gubernur  ini  dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera

Barat,
Ditetapkan di Padang
pada tanggs 7 Esret 2024
~GUBRE R SUMATERA BARAT,
R
i/ 0."
(.
|}| " “,
(\0\/\ : ’\\( f
Diundangkan di Padang AT
pada tanges 7 Karet 2024 N
> S DAERAH

WATERA BARAT,

o L TR
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—
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BER!TRﬁRERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2024 NOMOR 3
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R e PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

' BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
' JIn. Khatib Sulaiman No. 1 Padang Telp. (0751)7052223 Fax. (0751)7055676
E-mail : bappedasumbar@gmail.com Homepage : www.sumbar.go.id

NOTULEN RAPAT

Dasar :| Surat undangan Kepala Bappeda Provinsi Sumetara Barat Nomor

Pelaksanaan 005/77/X/PPM/Bappeda-2024 tanggal 11 Oktober 2024 perihal Rapat Koordinasi
Penerapan SPM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

Waktu dan : | Rabu, 16 Oktober 2024, Jam 09.00 s.d selesai

Tempat Rapat Bertempat di Ballroom Thamrin Nurdin Lt. 3 Bappeda Provinsi Sumatera Barat

Pimpinan Rapat : | Kepala Bidang PPM Bappeda Provinsi Sumatera Barat

Peserta Rapat :|1. Bappeda Provinsi Sumatera Barat

2. BPKAD Provinsi Sumatera Barat

3. Inspektorat Provinsi Sumatera Barat

4. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Sumatera Barat

5. OPADA Pengampu Penerapan SPM Provinsi dan Kabupatenupaten/Kota se-

Sumatera Barat.

Pelaksanaan : | Agenda yang dibahas dalam rapat adalah bagaimana potret capaian penerapan
Rapat SPM provinsi dan kabupatenupaten/kota se-Sumatera Barat sampai dengan

triwulan 1l Tahun 2024.
Pembukaan disampaikan oleh Bapak Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat .

Moderator Bpk. Elfi Endri, S.Sos (Fungsional Perencana Ahli Muda Bappeda
Provinsi Sumatera Barat)

Paparan Bpk. Agung Ekadharma Mulya (Biro Pemerintahan dan Otonomi

Daerah)

a. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah selaku secretariat Tim Koordinasi
Penerapan SPM telah melakukan rapat berkala terhadap evaluasi pelaksanaan
penerapan SPM berdasarkan monitoring yang dilakukan terhadap
kabupaten/kota.

b. Tugas tim untuk melakukan koordinasi dan pelaksanaan isu terkait penerapan
SPM

i. Data, banyak yang tidak valid. Juga terkait sarana prasarana yang
diperlukan. Data yang dibutuhkan adalah proyeksi BPS dan data hasil
survey. Data proyeksi kurang akurat sehingga butuh data survey yang
lebih valid.

ii. Perhitungan kebutuhan, bagaimana kondisi eksisting dan vyang
diharapakahan. Bagaimana gap diantaranya harus dipenuhi sehingga
terlihat bagaimana pemenuhan gap tersebut akan kebutuhan barang dan
jasa. Kedua kondisi inilah yang seharusnya tergambar dalam rencana aksi.

iii. Ketersediaan/prioritas anggaran, merupakan kewajiban daerah untuk
mengalokasikannya guna memenuhi kebutuhan pelayanan dasar sesuai
amanat undang-undang . Salah satunya dengan mengoptimalkan dana
desa, untuk itu perlu dikoordinasikan dengan DPMD.
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iv. Pelaporan, tim berkewajiban melaporkan pelaksanaan SPM tiap tahun
pada laporan pemerintah daerah (LKPD) dan secara berkala pada sistim
e-SPM. Tujuan pelaporan ini adalah sekaligus untuk evaluasi yang
berguna dalam perumusan kebijakan nasional.

c. Secara nasional capaian IP SPM Sumbar pada tri wulan Il tahun 2024 berada
pada posisi ke-5 (74,74%) : Urusan Pendidikan 79,72%; Urusan Kesehatan
100%; Urusan Pekerjaan Umum 95%; Urusan Perumahan Rakyat 52,08%,
Urusan Trantibumlinmas 82% dan Urusan Sosial 61,38%.

d. Pada tingkat kabupaten/kota di Sumbar, secara rata-rata Kabupaten Pasaman
berada pada posisi teratas (91,23%) dan yang terendah Kabupaten Pesisir
Selatan (48,02%). Data yang disampaikan ada beberapa yang timpang antara
capaian tri wulan Il dan tri wulan Ill karena masih banyak data yang belum
dientri. Bidang Pendidikan tertinggi Kabupaten Agam, Kota Padang dan Kota
Payakumbuh (@ 100%), terendah Kabupaten Pasaman Barat (71,86); Bidang
Kesehatan tertinggi Kabupaten Sijunjung (100%), terendah Kabupaten Pesisir
Selatan (43,58%); Bidang PU tertinggi Kota Padang (100%), terendah
Kabupaten Solok Selatan (6,07%); Bidang Perumahan Rakyat tertinggi Kota
Payakumbuh dan Kabupaten Pasaman (@ 100%), terendah Kabupaten Pesisir
Selatan (5%); Bidang Trantibumlinmas tertinggi Payakumbuh (96,11%),
terendah Kota Pariaman (29,53%); serta Bidang Sosial tertinggi Padang
Panjang (100%), terendah Solok Selatan (18,7%).

e. Keterisian data banyak yang belum lengkap oleh kabupaten/kota, bahkan
pada tri wulan Il ada yang belum menginput data sama sekali di sistim, seperti
Kabupaten Solok (Kesehatan), Kabupaten Dharmasraya (PU) dan Kabupaten
Tanah Datar (PeRa). Hal itu disebabkan terdapat kesalahan teknis padahal
data sudah diupload 2 hari yang lalu (waktu mepet sering terkendala teknis).
Padang termasuk yang aktif melakukan penginputan data secara maksimal.

f. Untuk rencana aksi 19 kabupaten/kota, yang sudah ada Peraturan Kepala
Daerah-nya adalah Kota Padang dan Kabupaten Agam, yang masih berupa
draf awal adalah Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Limapuluh Kota,
Kota Bukittinggi dan Kota Payakumbuh, sementara yang lainnya belum ada
sama sekali.

Kabid PPM :

- Amanat undang-undang harus dipenuhi terhadap penerapan SPM walaupun
anggaran tidak besar yang dialokasikan, butuh koordinasi perencanaan,
penganggaran serta pengawasan dari OPD terkait.

Tanya Jawab / Diskusi

(T) Flora (Bappeda, Kab. Limapuluh Kota)

- Terkait penyusunan RAD, jangka waktu RAD apakah harus menunggu tahun
2025 baru mulai mensahkan Perbup ? Jika ya, apa bisa disiasati dengan SK
Bupati saja untuk tahun 2024, bagaimana baiknya ?

- Terkait pentaggingan, pada urusan lain selain pendidikan tidak ada berapa
persen anggaran yang harus dialokasikan untuk penerapan SPM. Untuk

daerah yang anggaran terbatas, disarankan agar sub kegiatan - sub kegiatan
yang yang ada di OPD pengampu diarahkan anggarannya untuk mendukung
penerapan SPM.
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(J) Kabid PPM

- Akan dikoordinasikan dengan Bina Bangda. Harus ada anggaran minimal dan
diambil sub kegiatan yang terkait penerapan SPM. Walaupun ada sanksi bagi
daerah yang tidak memenuhinya, namun sampai saat ini belun ada
realisasinya.

(J) Afrizal U, BPKAD

- BPKAD baru menyampaikan surat ke kabupaten/kota untuk mengamanatkan
penyusunan APBD 2025 agar memperhatikan penganggaran untuk SPM di
daerah. Amanat UU, DAU yang ada di daerah wajib digunakan untuk
peganggaran SPM. Sehingga bisa jadi dasar penguat bagi daerah untuk
menganggarkannya.

- Setiap layanan dasar pada bidang urusan harus ada penganggarannya, jika
tidak maka belum bisa diberikan nomor register Perda.

- Untuk penganggaran SPM pada sub kegiatan masih bisa ditoleransi.

- Untuk DAU peruntukan seperti bidang PU, Kesehatan tidak ada lagi toleransi
tidak menganggarkan anggaran SPM.

- Agar dana pokir Dewan bisa diarahkan ke penerapan SPM yang merupakan
amanat UU.

(J) Benyamin
- Tidak harus menunggu tahun 2025 karena rencana aksi dapat direvisi kapan
pun saat diperlukan.

Paparan Bpk. Benyamin Sibarani (Ditjen Bina Bangda Kemendagri)

- Peran Pemerintah Daerah dalam Implementasi dan Integrasi Rencana Aksi SPM
ke dalam Dokumen Rencana Pembangunan Daerah

- Evaluasi Pelaporan Penerapan SPM Provinsi dan Kabupatenupaten/Kota pada
Aplikasi e-SPM

a. Capaian IP SPM Sumbar pada tri wulan 11l 86,72%.
- 2 kab./kota oranye di atas 90% (Padang Pariaman dan Padang)
- 7 kab./kota kuning di atas 80% (Kota Bukittinggi, Padang Panjang, Solok
serta Kab. Solok, Solok Selatan, Sijunjung)
5 kab./kota biru di atas 70% (Kab. Kep. Mentawai, Limapuluh Kota, Agam,
Pasaman dan Kota Payakumbuh
3 kab./kota ungu di atas 60% (Kab. Pesisir Selatan, Pasaman Barat dan Kota
Pariaman
2 kab./kota hitam yaitu Kab. Dharmasraya dan Kab. Tanah Datar karena
belum ada data diupload.
b. Untuk daerah yang belum menginput data agar segera melengkapinya s.d
tanggal 20 Oktober.
¢. Formula penghitungan SPM awards :
60% dari capaian IP SPM; 10% dari aloksai anggaran SPM; 10% dari
pelaksanaan 4 tahapan penerapan SPM; 5% dari pembentukan SK Tim
Penerapan SPM; 5% dari ketersediaan dokumen rencana aksi; 10% dari
kepatuhan pelaporan per tri wulan.
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d. Penilaian tidak hanya pada capaian tapi juga pada tahapan pelaksanaan
penerapan SPM.

e. Peringkat SPM Awards 2023 : Sumbar dan Kota Padang masing-masing berada
pada peringkat 3. Sedangkan tahun 2024 Sumbar drop pada peringkat 8 dan
Kota Padang posisi 5. Hal ini agar menjadi perhatian serius bagi pemprov dan
pemda terkait.

f. Permasalahaj utama SPM :

- Data, belum berbasis terhadap hasil pengumpulan data

- Anggaran, minim dialokasikan untuk pemenuhan kebutuhan penerapan
SPM

- SDM, yang masih kurang dalam penerapan SPM

- Sarpras, masih minim untuk mendukung penerapan SPM.

g. Anggaran yang diminta untuk penerapan SPM agar bisa dijelaskan detail
penggunannya.

h. Strategi perumusan terkait program/kegiatan, indicator, target dan anggaran
agar ditetapakahan berdasarkan data dan info yang akurat, memenubhi
standar mutu yang ditetapakahan serta sinkron dan tegak lurus dengan target
nasional.

i. Bappeda sebagai garda terdepan dalam penyusunan prog./kegt. terkait
penerapan SPM.

j. Rencana aksi dapat direvisi kapan pun saat dibutuhkan, beda dengan rencana
pembangunan.

k. Kegunaan SPM dipakai untuk dasar memberikan DAU/DAK, penilaian LPPD
Awards, penilaian IPKD, penilaian Indeks Kepatuhan Daerah, penilaian EPPS
dan pemberian SPM Awards.

Elfi Endri :

- Provinsi sudah melakukan pendataan melalui masing-masing OPD pengampu
penerapan SPM dan penganggaran pada masing-masing indicator, termasuk
kepada Bappead kab./kota untuk melakukan hal yang sama.

Tanya Jawab / Diskusi

(T) Sasmita, Bappeda Pasaman Barat

- Terkait data RAD SPM 2025-2029 (data proyeksi). Ketika terjadi perbedaan
data riil dengan data target (rencana aksi) apakah harus melakukan

pemutakhiran data target dengan SK Kepala Daerah atau cukup dengan
memperbaiki data yang ada di rencana aksi saja ?

- Data yang dimasukan dalam RAD, apakah data riil atau data yang akan
dientervensi sesuai kemampuan keuangan daerah saja ?

- Saran, mohon diperlakukan sama terkait tagging sub kegiatan penerapan SPM

(T) Ruri, Bappeda Kota Payakumbuh

- Apakah untuk SPM selain kesehatan harus dianggarkan untuk seluruh sub
kegiatan atau cukup untuk sub kegiatan pengampu SPM saja ?

- Apakah ada batasan minimal penganggaran SPM ? karena sering diminta
untuk menambah anggaran terkait penerapan SPM.

(T) Devi Elfita, Dinas Sosial Provinsi
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- Penentapan target, ada per triwulan atau apakah target tahunan ? persepsi
dalam penetapan target harus disamakan.

- Apakah isian data e-SPM kegiatan harus yang ada anggarannya saja ? Jika
tidak ada anggaranya dan diinputkan nol, apakah hal ini berpengaruh
terhadap peringkat capaian SPM ?

(T) Ari Teguh, Kota Bukittinggi

- Rencana pemenuhan kebutuhan merupakan salah satu tahapan dalam SPM,
sementara keberadaan rencana aksi tidak masuk dalam tahapan SPM.
Namun rencana aksi masuk ke dalam RPJMD. Dalam Permendagri dinyatakan
bahwa rencana aksi merupakan salah satu indicator capaian pembangunan.
Mohon penjelasannya tentang hal ini.

(T) Andi, Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi
- Terkait program relokasi permukiman kembali, kendala terkait kesulitan
relokasi ketika berhadapan dengan tanah ulayat, mohon saran dan masukan.

(J) Benyamin

- Dalam rencana aksi SPM, daerah harus menyusun RAD untuk jangka waktu 5
tahun. Jangan tunggu dulu penetapan RPJMD. RAD untuk mengawal
pelaksanaan SPM. Pendataan dalam perhitungan perencanaan sangatlah
penting. Target cukup ditetapakahan satu kali, pelaporan capain target secara
akumulatif tiap triwulan. Target provinsi tidak sama dengan target daerah.
Anggaran memang harus diisi datanya.

- Data yang dimasukan dalam perencanaan adalah data potensi yang ada.
Target harus ditetapakan dengan SK kepala daerah. Data harus diupgrade tiap
tahun, tidak boleh kurang. Perlakuan terhadap setiap urusan terkait SPM harus
sama terhadap pengampu penerapan SPM.

- Pemutakhiran sudah dilakukan beberapa kali, sesuai nomenklatur
Permendagri 90. Capaian tetap 100% walaupun tidak ada kejadian (seperti
bencana, kematian, dll) asalkan tahapan penerapan SPM sebelumnya sudah
dilakukan.

- Seluruh kebutuhan dalam penerapan SPM harus dibreakdown ke dalam
rancana aksi. Kebutuhan anggaran dapat juga dipenuhi dengan sumber selain
APBN/APBD, seperti dana CSR, swadaya masyarakat, dll.

- Masalah dalam permukiman merupakan tantangan tersendiri di Sumatera
Barat. Capaian penerapan SPM 100% tidak harus ada kejadian, asalkan
tahapan penerapan SPM sebelumnya sudah terpenuhi. Masalah tanah ulayat
sudah ada rencana penyelesaiannya dalam Permendagri, bisa dengan
membuat appraisal penyediaan tanah dengan sistim sewa.

(T) Weni, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi

- Apayang dimaksud dengan bantuan keuangan dalam aplikasi e-SPM, apakah
bantuan keuangan yang diserahkan ke kab./kota atau anggaran yanga ada di
OPD yang dialokasikan untuk kab./kota

- Apakah target kegiatan yang berasal dari pusat dimasukan juga ke dalam
target provinsi dan anggaran serta data-datanya dimasukan juga ?
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(T) Syarif Lubis, Bagian Pemerintahan Kab. Tanah Datar

- Bahan rencana aksi belum dishare karena masih terkait proses harmonisasi di
Kemenkumham yang meminta update kondisi eksisting dari tahun 2023

- Mohon arahan terkait isi bab-bab rencana aksi daerah

- Pada tahapan rencana kebutuhan, didasari oleh hasil evaluasi dan gap yang
ada, yang kemudian dibreakdown ke dalam rencana aksi. Mohon arahannya

(J) Benyamin

- -Bantuan untuk daerah dapat berupa bantuan keuangan atau bantuan barang
yang dianggarkan di provinsi untuk diserahkan ke daerah kab/kota. Kedua
bantuan ini dapat dimasukan sebagai target provinsi.

- Target kegiatan yang berasal dari pusat tertolak jika dimasukan ke dalam
target provinsi

- Harus ada harmonisasi dengan Kemenkumham sesuai Permendagri, namun
ada beberapa daerah yang tidak perlu melakukannya dan mencukupkan
proses pada Bag. Hukum. Perlu penelusuran lebih lanjut terhadap isu ini. RAD
tidak harus sesempurna mungkin, cukup isinya memuat poin-poin penting
perencanaan.

(T) Kabid PPM
- Ada isu DAK pendidikan tidak lagi disalurkan ke provinsi dan kab./kota,
sementara hal itu merupakan bagian dari penerapan SPM.

(J) Benyamin
- Dari informasi yang kami dapat, hal itu masih merupakan wacana, namun
akan distelusuri lebih lanjut terhadap isu tersebut.

Kesimpulan :| o Diharapkan kolaborasi pemerintah daerah tingkat provinsi dengan
kabupaten/kota dalam penerapan SPM di Sumatera Barat agar dapat
menghasilkan prestasi yang lebih baik di masa yanga akan datang.

Notulis,

Julfi Arfan
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DOKUMENTASI :

Rapat Koordinasi Penerapan SPM Sumatera Barat :
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Paparan Narasumber Rapat Koordinasi Penerapan SPM Sumatera Barat :

>
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v e o ALPUBLIN INDONESIA

SE-PROVINSI
PAPUA BARAT

»

Benjamin Sibarani, ST, MM

Ditjen Bina Pembangunan Daerah
Kemendagri

PENGERTIAN
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* Pemerintah Daerah
sudah mulai
melaksanakan
penerapan SPM sesuai
dengan aturan yang
ada

* Daerah sudah mulai
sadar dan
melaksanakan SPM
dengan baik

* Daerah sudah mulai
aktif dalam melaporkan
penerapan SPM melalui
E-SPM

SPM ST

/
O Perubahan paradigma penting lainnya mengen
SPM yaitu dalam konteks belanja Daerah,

J Terhadap belanja Daerah maka ditentukan

PP 2/2018
Penjelasan

secara tegas dan jelas bahwa belanja Daerah
diprioritaskan untuk mendanai pelaksanaan SPM.

] Atas prioritas tersebut dan terlaksananya SPM
maka SPM telah menjamin hak konstitusional
masyarakat,

Sehingga bukan kinerja Pemerintah Daerah yang
menjadi  prioritas utama apalagi  kinerja
kementerian tetapi prioritas utamanya yaitu
terpenuhinya kebutuhan dasar Warga Negara.
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PERMASALAHAN UTAMA SPM

DATA

Data yang digunakan belum berbasis terthadap hasil
pengumpulan data. sehingga mengakibatkan penentusn target
layanan lidak sesual dengan hasd yang dilaksanakan

ANGGARAN

Minimnya anggaran yang disgfokasikan untuk penerapan SPM
di daerah

SDM

Masih kurangnya SOM dalam melaksanakan penerapan SPM

SARPRAS

Minimnya sarana & prasarana yang digunakan untuk.
pamenuhan penerapan SPM didaersh
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LIS TERC R

FETUNJUK TEKNE (KL TEXMIS)
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LANGKAH STRATEGIS PENCAPAIAN SPM TR

ANGGARAN

Memastian keslapon ongguara,

PENERIMA DAN MUTU

Messrhasy aslora wnu pemenmes dos mulu knpanas (Peserana S0% -
Matu J0%)

TARGET

Mrmashiny Jwmiah target pang Mg adoab target dofom 1 (rote) dan
berdayariun hasd penghien fvmpt 4 (empat) Tohagan penecapan SOM
yespay Pavenendagrl S8/2021,

RENCANA AKSE(STRATEGI DAN INOVASI)

Sepera syun revcavio okR peerapun SPM untuk owembwngt strategs
penrappan pemernhan S

nu KOORDINASI (Ex : Pelaporan)

hoareki MMrmnW(Mnme
berkala)

103/
@
@

TERIMA

Paparan Narasumber Rapat Koordinasi Penerapan SPM Sumatera Barat :
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REPUBLIK INDONESIA Eerorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten

Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH >
KEMENTERIAN DALAM NEGERI g;er“g)s’gn' BerAKHLAK

S TANDAR PELAY ANAN M INNAAL
TRIWULAN 3 TAHUN 20244

@m. .'-gnmn, dagri Rl W ¥ ngii . tagri

DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH B
KEMENTERIAN DALAM NEGERI & ¥ J
REPUBLIK INDONESIA &8

CAPAIAN SPM
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REPUBLIK INDONESIA

TREN CAPAIAN SPM NASIONAL

RERATA NASIONAL
IP SPM NASIONAL
TA 2024 83,29% PER BIDANG

,35%
2019 2020 2021 2022 2023 I I I I
CRPATNOTA
PENDIDIAN KESEHaTAN PECERIAIN VAN

/ DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH
y KEMENTERIAN DALAM NEGERI

V 4 TREND CAPAIAN SPM SE-INDONESIA
DARI TAHUN 2019-2023

CAPAIAN SPM PROVINSI TAHUN 2019-2023 CAPAIAN SPM PROVINSI PER BIDANG TAHUN 20192023

WTshun2019  @Tshun2020 sTehun2021  wTahun2022 & Tohun 2023

85,01%
80,19% Sa—
74,84%

W 9,79%

2 z
2 -4
g3 3

2

£ =

- 2

X o B 3
s ia £ 18
2 S Fid |
AE‘ E |
I
i

TRAMTIBUMUNIASS SOSAL

58,35%

Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023

CAPAIAN SPM KAB/KOTA TAHUN 2019 -2023 CAPAIAN SPM KAB/KOTA PER BIDANG TAHUN 20192023

WTshun2019 wTshun2020 WTshun202i ETehunX22  mTehun 2023

:,1
I zﬁ| | |
PeRA

KEsEHATAY TRAMTIBUMRINMAS

o3%
== 2%

82,55%

46,72%

2

Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023

_68‘7\1
S 1.53%

Sumber: Olahan Data e-SPM Ditjen Bina Bangel

E

ori_RI i [G) kemendagri
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DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERMASALAHAN
DAN KENDALA

DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH
4 KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Angggaran

Minimnya anggaran dan realisasi anggaran
dalam e-SPM belum merupakan gambaran
capaian e-SPM dan Anggaran kegiatan dan
sub kegiatan belum spesifik terkait dengan SPM

Inputing e-SPM

Penginputan capaian dan realisasi belum

menggambarkan kondisi faktual yang terjadi di

daerah. (Contoh masih ada daerah yang menginput
ll capaian dan realisasi dengan angka “1”)

Target
Target yang ditetapkan dalam e-SPM belum

mengacu pada 4 (empat) tahapan penerapan e-SPM
yaitu tahapan pendataan

Perubahan target
Masih terdapat perubahan target pada lay

kali lakukan p hiran data di akhir
triwulan, dan dimanfaatkan oleh daerah tertentu
sebagai upaya untuk menghindari capaian yang
rendah/i fapatk paian tinggi

Penerima dan Mutu

Belum adanya kesepahaman terkait target penerima
I dan mutu lay bag di dalam
pasal 7 Permendagri 59 Tahun 2021

) wow -s0ia (B B
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DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERMASALAHAN SPM

ANGGARAN

Minimnya anggaran yang dialokasikan untuk penerapan SPM di
daerah

SDM

Masih kurangnya SDM dalam melaksanakan penerapan SPM

SARANA DAN PRASARANA

Minimnya sarana & prasarana yang digunakan untuk pemenuhan
penerapan SPM didaerah

DATA

Data yang digunakan belum berbasis terhadap hasil pengumpulan
data, sehingga mengakibatkan penentuan target layanan tidak sesuai
dengan hasil yang dilaksanakan

ol 1) L [©)]

V

DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERMASALAHAN UTAMA

SPM

DATA

Data yang digunakan belum berbasis terhadap hasil pengumpulan
data,
dengan hasil yang dilaksanakan

sehingga mengakibatkan penentuan target layanan tidak sesuai

ANGGARAN

Minimnya anggaran yang dialokasikan untuk penerapan SPM di
daerah

SDM

Masih kurangnya SDM dalam melaksanakan penerapan SPM

SARPRAS

Minimnya sarana & prasarana yang digunakan untuk pemenuhan
penerapan SPM didaerah

o+ m W

Laporan Akhir Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Tahun 2024 60




4 J AMANAT PENERAPAN SPM N
Pasal 1 Butir 17 é

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai

i

. jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Eendidikan LR PekerjaanUmum
2 Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga
E negara secara minimal ﬁ.j ~$
Pasal 18 = A
Penyelenggara  Pemerintahan Daerah  memprioritaskan Perkim Trantibumlinmas Sosial

pelaksanaan Urusan Pemerintahan Waijib yang berkaitan dengan

EelayananDasar URUSAN PEMERINTAH KONKUREN

Pasal 298
Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan
Pemerintahan ~ Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang v v v

ditetapkan dengan standar pelayanan minimal PelayananDasar Non-PelayananDasar

Pasal 130 (1) :

DAU digunakan untuk memenuhi pencapaian Standar Pelayanan 1. Pendidikan "
- Minimal berdasarkan tingkat capaian kinerja layanan Daerah. 2. Kesehatan 1. Tenaga Kerja 1 Keliautan dan Perikanan
& 3. Pekerjaan Umum § ﬁemndungan Perempuan dan Anak 2. Pariwisata
angan i
ey S 4. Perumahan Rakyat N P 2' :zg:jg:;n
. i 5. Lingkungan Hidup e ;
l Pemda menyusun program pembangunan Daerah sesuai dengan dan’ParmuRiman 6. Administrasi dan Pancatatan Sipil 5. Energi dan Sumberdaya
. L] prioritas dan kebutuhan Daerah yang berorientasi pada pemenuhan 5. Ketentraman, 7. Pembnerdmyaen Masyarakst Desa Mineral
kebutuhan Urusan Pemerintahan wajib yang terkait dengan Pelayanan Ketertiban Umum g szﬁ';mdahﬂ" Penduduk dan KB 6. Perdagangan
Dasar publik dan pencap pemb dan Perlindungan 10 Kormdestinformast 7. Perindustrian, dan
Masyarakat 112 5 gnperasi dan’\:‘JD';MI 8. Tramsmigrasi
. 3 . Peananaman al
:a.sal-144 (1): o _ . . 6. Sosial 13, Keemudaan dan olah raga
untuk 1 Urusan F 1 wajib yang 14, Statistik
terkait dengan pelayanan dasar publik di ikan dengan kebutuhan lg z'?:;”f“”
untuk pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM). 17 Parrnsiuaan i
18, Arsip

4 & seia [ n W @

P 2/2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal PETUNJUK UMUM (KEMENDAGRI)
Pasal 18 ayat (3) UU 23/2014 : X

Perlu menetapkan PP tentang Standar Pelayanan Minimal - Permendagri 59/2021 Tentang Penerapan Standar

Pelayanan Minimal
Secara teknis memuat tentang mekanisme dan strategi penerapan SPM
mulai dari pengumpulan data, penghitungan pemenuhan kebutuhan
dasar, perencanaan SPM, dan pelaksanaan SPM serta pelaporan

PETUNJUK TEKNIS (K/L TEKNIS)

Permendagri 121/2018

Penerapan SPM sesuai dengan

Jenis PelayananDasar Mutu PelayananDasar Penerima PelayananDasar

Permendikbud 32/2022 Tentang standar teknis mutu pelayanan dasar Sub Urusan Ketenteraman dan
v Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten /kota
'BIDIDIKA AI KEBUDAYAAN 3
Permendagri 101/2018
Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada SPM Sub -Urusan Bencana
Daerah kabupaten /kota
mean  PErmenkes 6/2024 .
£ \< KESEHATAN Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Pefmendag“ 11412018
7 ! :;‘EDO' u“:'um( Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada SPM Sub Urusan Kebakaran
Daerah Kabupaten /kota

Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Tentang Standard teknis pelayanan dasar pada SPM bidang sosial Di

Perumahan Rakyat o daerah provinsi dan di Daerah Kab/Kota

A A

[
. PermenPUPR 13/2023 $F  Permensos or2018

B www. 2N £l LI J
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4

Pendidikan Menengah
Pendidikan Khusus

!" PENDIDIKAN

INDIKATOR LAYANAN SPM

A

Pendidikan Anak usia dini
Pendidikan Dasar

PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK :

Terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi
bencana provinsi, dan

Pada kondisi kejadian luar biasa provinsi

@ KESEHATAN

Penderita hipertensi

«  lbu hamil + Pada usia pendidikan e )
« Ibu bersalin dasar £ Penderita diabetes mellitus
* Bayibarulahir * Padausia produktif .
. Balita +  Pada usialanjut * Orang dengan gangguan jiwa berat

Orang terduga tuberculosis
Orang dengan resiko terinfeksi HIV

Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota

Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari

Tuna sosial khususnya gelandangandan pengemis
Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat
bencana bagi korban bencana provinsi

PEKERJAAN
UMUM * Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domesti regional lintas = Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik
kab/kota
» Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban * Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kab/kota
& PERUMAHAN bencana provinsi « Fasilitasi penyediaan rumah yang layak hunibagi masyarakat yang terkena relokasi
BAKYAT « Fasilitas penyediaan rumah yang layak hunibagi masyarakat yang program pemerintah daerah kab/kota
terkena relokasi program pemerintahan daerah provinsi
PELAYANAN :
* Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi * Ketenteramandan + Informasi rawan bencana + Penyelamatan dan 9
ImJNISBUM- ketertiban umum  * Pencegahan dan kesiapsiagaanterhadap  evakuasi korban
bencana kebakaran
+ Penyelamatan dan evakuasi korban
bencana
REHABILITAS| SOSIAL DASAR :DIDALAM PANTI REHABILITASI SOSIAL DASAR :DILUAR PANTI
& Penyandang disabilitasi terlantar * Penyandang disabilitasi terlantar
& SOSIAL « Anakterlantar * Anak terlantar
* Lanjut usia terlantar + Lanjut usia terlantar

Tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis
Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi
korban bencana kab/kota

LN fl

TAHAPAN PENERAPAN SPM

SesuaiPasal 4 - 12 PadaPermendagri 59 Tahun 2021

Pengumpulan Data

Kebutuhan Data

+ Jumlah dan identitas Warga = Nama = Faktor kebutuhan
Negara yang berhak menerima = Alamat *  Uraian Faktor
= Jumlah barang dan/atau jasa = NIK * Rencana berlanjut
yang sudah tersedia dan yg "’- No KK * Nama Satuan Unit
dibutuhkan = Jenis Kelamin
+ Jumlah sarana, prasarana, dan = Kecamatan
sumber daya lainnya yang = Kabupaten
tersedia dan yg masih dibutuhkan s Kebutuhan data
Pengumpulan data bidang Pengumpulan data sesuai dengan Hasil
pendidikan, kesehatan, Standar Teknis SPM ditujukan untuk pengumpulan
trantibumiinmas dan sosial juga  pencapaian 100% (seratus persen) data
dilakukan terhadap jumlah dan dari Target dan Indikator Kinerja diintegrasikan
kualitas SDM yang tersedia. pencapaian SPM setiap tahun dengan SIPD

3 Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar
RPIMD Jenis dan Mutu SPM Proses Perencanaan Proses Penganggaran
- Jenis, Mutu, dan Penerima  Integrasi ke Dokrenda
- r E;;\ w0 Pelayanan Dasar

Integrasi ke dalam
anggaran

{ 1. Penerima * Permendagri B6/2017 , pormendagri 7012019

2. Ketersediaan » Permendagri 70/2019 + Permendagri 90/2019

f?ﬁ““’” barang/jasa + Permendagri 9012019, parmendagri 27/2021
3. Pemenuhan + Kepmendagri

kebutuhan dasar 050/58892021
ReafO 4. Pelaksanaan + Permendagri 17/2021
@ e @

AP0 Pelayanan Dasar
» PP 2/2018
» Permendagri 59/2021
+ Permen Standar Teknis

3 Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar

PD menghitung selisih

PD menghitung Warga yan
ketersediaan B/J dan st LER

Digunakan untuk tidak mampu :

Sarpras Ketersediaan Miskin stai-tclak marmst
diperoleh dari : Uetbionlt + tidak dapat diakses atar:l
= BUMN/BUMD, keEr‘:;:Zﬂz'u dijangkau sendiri;
§ [P o [rcevenn Dssar Kondi yons v
:ar:e::aka& s berpedoman memungkinkan untuk
Jumlah Warga Negara Pem);a % pada Standar dapat dipenuhi sendiri
penerima dan Mutu Biaya

Pelayanan Dasar sesuai
Standar Teknis SPM

4 Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Program SPM

Jenis Belanja SPM

OPD melaksanakan
program/kegiatan

Kegiatan SPM Objek Belanja SPM

—p

SPM dalam satu

Sub-Kegiatan SPM
tahun anggaran

Rincian Objek
Belanja SPM

Indikator
Sub Rincian Objek

Target Capaian Belanja SPM

P

Y Dasar bagi Warga Negara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (1) Pemerlnuah Daerah dapat:

membebaskan biaya untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi Warga Negara yang berhak
mempercleh Pelayanan Dasar secara minimal, dengan memprioritaskan bagi masyarakat miskin
atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan/atau
memberikan bantuan berupa bantuan tunai, bantuan barang dan/atau jasa, kupon, subsidi, atau
bentuk bantuan lainnya.

Kerja sama daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pemenuhan Pelayanan
Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
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BISNIS PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

PERKADA RKPD
» | | AKHIR !
Dokren Jangka Panjang | Dokren Jangka Menengah | Dokren Tahunan | PERENCANAAN |
i I PEMBANGUNAN DAERAIII
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr : o PERDA APBD
o | ) | Pendekatan Politik |
s Qo -
; U | AR O, - | PERENCANAAN
T T | Hibah, Bansos Pendekatan Partisipatif ANGGARAN
« Visi Daerah !« Visi Kepala Daerah N a | |
« Misi Daerah = Misi Kepala Daerah H h . 3
. Salsmn Pakok 1+ Tujuan dgn Indikator | Persiapan | j X & |
« Arah Kebijak v+ Sasaran dgn Indikator S . @ oV :
- pie : « Program dgn Indikator I 5 Sl(‘mdﬂma Kerja ' % !
i |+ Hasi Evauasi RKPD Tahun l. Uu::-n sﬂkir"l():‘mh « Verifikasi dan Validasi  * Mustenbang Pembangunan + Perkada RKPD |
Sebel « Usulan Desa/Kelurahan
RPIPD2025-2045 | RPMD2025.20%0 : i 1 Uslah KablKota il :
. ! Sarain R PD by |
: : : Pendekatan Bawah Atas i
Dokumen Perencanaan : i | | PPAS
Pembangunan Daerah i Kecamatan i i
ST, SR & e o o e s e Wi G e s g ) S T T E T T T i T S O S e 33 = A G R Y E R
’ : y wod oo Lok o 2 g = = - 4 - 2 2 i
i : t |
i (3} ) (I 5 | ! o o i o i
i | [ ) R ] l ] L { :
: i i .
'« TujuanPerangkatDaerah 'y y 7717 . CambaranPelayanan . VerkacValdac lfan  * PeumusanProg, Keg, Subkeg, . 1 A RKPD ]
!+ Sasaran Perangkat Daerah | I H:g'. ;::'“:ig;';:"m . ::::::;;/&l;:;d:;u::lxn indlkator Kinetly 1 Minggu setelah Perkada RKPD I
t + Program dgn Indikator | | tahun sebelumnya « Pendanaan Indikatif, Lokasi, |
1« Kegiatan dgn Indikator . Kelompok Sasaran
i+ SubKegiatan dgn Kinerja, Indikator dan Sathan Pendekatan | « Bahan Penyempumaan Ranwal i
Dokumen Perencanaan | Tekmokatkc | menjadi Rancangan RKPD :
Perangkat Daerah ' | | |
P il W, O T EVATAA'AATATAY.§ 4 7. "4 e A O e A e e e e e e R e by B Sy S =
26 Feb 2024

Sinkronisasi Dokumen
Perencanaan Pusat dan
Daerah

Pendekatan Atas
Bawah « Sinkronisasi Pusat- Daerah dalam
pencapaian Target Pembangunan

Nasional

1n

REPUBLIK INDONESIA

ISTRATEGI PERUMUSAN PROGRAM, KEGIATAN,
INDIKATOR, TARGET DAN ANGGARAN

DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH ‘
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

U Penyusunan program,

Mengacu pada RPJMD dan i
PROGRAM ; ;
Permendagri 90 Tahun 2019 : Kegiatan, Sub kegiatan,
: indikator, target dan
; anggaran harus didasarkan

KEGIATAN, SUB KEGIATAN 1 . .

M pada data dan informasi
lengacu pada Renstra dan

Permendagri 90 Tahun 2019 yang akurat
Jo. Ki dagri 900.1.15.5- H 1
0. hepmendagr INDIKATOR Mengacu pada Permendagri 59 i & Program dan kegiatan, Sub

1317/2023 ; A\
Tahun 2021, RPJMN dan ) kegiatan beserta indikator
Permendagri 18 tahun 2020 | dan target harus mampu
Mengacu pada capaian tahun TARGET : memenuhi standar mutu
sebelumnya dan hasil : yang ditetapkan
penghitungan kebutuhan

Mengacu pada kemampuan keuangan t U Program, kegiatan, Sub

ANGGARAN daerah dan hasi penghitungan [ kegiatan, indikator dan
kebutuhan 1 target harus sinkron atau
i tegak lurus dengan target
nasional

4 e .« 03 oW
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DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH i
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PENYUSUNAN RENCANA: INTEGRASI SPM DALAM DOKRENDA

Pelayanan Dasar.

Permendagri 70/2019
Permendagri 90/2019
Kepmendagri 900/1.15.5-
1317 TAHUN 2023
Permendagri 10/2023

v

* Permendagri 70/2019
= Permendagri 90/2019
= Permendagri 2023

-PP2/2018
- Permendagri 59/2021
- Permenteknis tentang SPM

3

__________________________ N\ S o G L B R ¥

| ( |

i 1 |

|| |

| { :

Jenis, Mutu, dan Penerima | | |
Pelayanan Dasar

| I

1. Identifikasi penerima; I Proses Perencanaan |

2. Identifikasi ketersediaan | |

barang/jasa kebutuhan | Integrasi ke dalam dokumen Proses Pongatitearaii :

dasar; l perencanaan (Program gangg |

3. Identifikasi pemenuhan : Pemenuhan SPM). |

kebu.tul?an dasar yang I Integrasi ke dalam |

menjadi tanggung jawab | ol i —

el el | (Anggaran Pemegnguhan I

4. Pelaksanaan pemenuhan : « Permendagri 86/2017 SPM), :

| |

| I

| I

| |

| |

| |

) |

|

|

)

REPUBLIK INDONESIA

PENGHITUNGAN PENCAPAIAN SPM

DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH ‘
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

SesuaiPasal 14 Permendagri No. 59 Tahun 2021
PEE————— 'Rata — rata sub Indikator Kinerja pencapaian mutu minimal

IPSPM - Capaian Mutu Pelayanan Dasar barang, jasa dan SDM sesuai dengan Standar Teknis.
Capaian penerima Pelayanan

Dasar Target dan Indikator Kinerja

"""""" D A : Penghitungan Indeks Pencapaian SPM et G

' IPSPM - (% Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar x BM)

; + (% Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar x BP) et
i Persentase dari rata—rata sub Indikator Kinerja Pencapaian
% IP Mutu A : >
Minimal mutu minimal barang, jasa dan SDM sesuai dengan standar
e teknis
= 4 Layanan £ W/
/ ) L Dasar BM
= Indeks pencapaian SPM di masing— Bobot Mutu minimal layanan dasar sebesar 20
5 IPSPM masing jenis SPM sesuai dengan PP
= 2/2018.
°a.0 % IP Persentase melalui indikator dan target yang ditetapkan
ﬁﬁ@ﬁ Penerima
L) Layanan BP
Dasar Bobot Penerima layanan dasar sebesar 80

4 ® anis ) o1 @
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KATEGORI PENCAPAIAN SPM

Sesuai Pasal 14 Permendagri No. 59 Tahun 2021

oKategori nilai indeks pencapaian SPM (IP ) terhadap capaian mutu minimal dan penerima layanan dasar:

NO NILAI KATEGORI DESKRIPSI

1 100 Tuntas Paripurna Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dan pencapaian SPM yang tidak terdapat pemenuhan penerima layanan dasar dan tidak terdapat pencapaian mutu minimal

layanan dasar, nilainya sama dengan 100

2 90-99 Tuntas Utama Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya sama dengan 90 sampai dengan 99
3 80-89 Tuntas Madya Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya sama dengan 80 sampai dengan 89
4 70-79  Tuntas Pratama Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya sama dengan 70 sampai dengan 79
3 60-69  Tuntas Muda Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya sama dengan 60 sampai dengan 69
6 <60 Belum Tuntas Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya lebih kecil dari 60

aKategori terhadap capaian mutu minimal dan penerima layanan dasar: e Kategori pencatatan:
NO NILAI KATEGOR! DESKRIPSI NO  NILAI KATEGORI DESKRIPSI
1 100 Tuntas Paripurna  Pencapaian SPM dengan mutu minimal layanan dasar, nilainya sama dengan 100 1 100 Pencatatan Pencapaian SPM yang tidak terdapat pemenuhan
saja penerima layanan dasar dan tidak terdapat pencapaian
2 90-99 Tuntas Utama Pencapaian SPM dengan mutu minimal layanan dasar, nilainya sama dengan 90 sampai dengan 99

mutu minimal layanan dasar, namun sudah

3 80-89 Tuntas Madya Pencapaian SPM dengan mutu minimal layanan dasar, nilainya sama dengan 80 sampai dengan 89 melaksanakan tiga tahapan penerapan SPM yaitu
4 70-79  TuntasPratama Pencapaian SPM dengan mutu minimal layanan dasar, nilainya sama dengan 70 sampai dengan 79 data,
| dasar dan pert
5 60-69 Tuntas Muda Pencapaian SPM dengan mutu minimal layanan dasar, nilainya sama dengan 60 sampai dengan 69
pemenuhan pelayanan dasar.
6 <60 Belum Tuntas Pencapaian SPM dengan mutu minimal layanan dasar, nilainya lebih kecil dari 60

4 e .0 S ®
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REPUBLIK INDONESIA

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENERAPAN SPM

SesuaiPasal 27 ayat 2 Pada Permendagri 59 Tahun 20,

PENGAWASAN PEMBINAAN

ITJEN KEMENDAGRI

ﬁ KABUPATEN ﬁ KOTA m

4 @ « &3 BT
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STRATEGI
PENINGKATAN

LANGKAH STRATEGIS PENCAPAIAN SPM

ANGGARAN

Memastikan kesiapan anggaran;

@ PENERIMA DAN MUTU

Memahami antara jenis penerima dan mutu layanan (Penerima 80%- Mutu 20%)

TARGET
Memastikan jumlah target yang dilayani adalah target dalam 1 (satu) dan berdasarkan
hasil pengisian format 4 (empat) Tahapan penerapan SPM sesuai Permendagri 59/2021;

BATAS WAKTU

Perhatikan batas waktu penginputan TW IV - 20 Januari 2024 dan memastikan
penginputan tidak lebih dari batas waktu tersebut;

I Segera susun rencana aksi penerapan SPM untuk membuat strategi pencapaian pemenuhan
SPM;

RENCANA AKSI (STRATEGI DAN INOVASI)

@ TIM KOORDINASI (Ex : Pelaporan)

Meningkatkan koordinasi Tim Penerapan SPM (melakukan rapat secara berkala)

<) w @3 gri RI__ W @ gri
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SPM
AWARDS

DITJEN BINA PEMEANGUNAN DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

FORMULA PENGHITUNGAN
SPM AWARD

CAPAIAN INDEKS e . :
S ANGGARAN ~ TAHAPAN ~TIM DOKUMEN KEPATUHAN
F EllGl_sIlml PENERAPAN SPM PENERAPAN SPM RENCANA AKSI

(Bobot 60%) (Bobot 10%) (Bobot 10%) (Bobot 5%) (Bobot 5%) (Bobot 10%)

Hasil Rata-rata dari Alokasi Anggaran Daerah yang Membentuk  SK Adanya dokumen Daerah yang
Capaian Penerima Penerapan SPM : mengisi form 4 Tim berdasarkan penerapan rencana melaporkan setiap
(bobot 80%) dan Mutu 1. Bidang Pendidika tahapan penerapan Permendagri aksi di daerah triwulan :
Layanan (bobot 20%) (bobot 16,67%) SPM: Nomor 100 Tahun 1. Draft awal, bobot 1. Triwulan |, bobot
pada 6 bidang SPM 2. Bidang Kesehatal 1. Pengumpulan 2018, bobot 20% 25% 25%
(bobot 16,67%) Data, bobot 25% . Membentuk  SK 2. Draft akhir, bobot 2. Triwulan I, bobot
3. Bidang Pekerjaal 2. Penghitungan Tim berdasarkan 50% 25%
Umum, (bobot 16,67% Kebutuhan, bobot] Permendagri 3. SK Dokumen 3. Triwulan Ill, bobot
4. Bidang Perumaha 25% Nomor 59 Tahun Renaksi, bobot 25 %
Rakyat, (bobot 16,67% 3. Penyusunan 2021, bobot 30% 100% 4. Triwulan IV, bobot
5 Bidang‘ A Rencana, bobot . Partisipasi  aktif 25%
i i i 25% Tim  Penerapan
:Il'gagggumllnmas. {bob 4. Pelaksanaan, SPM Daerah,
T éang” Skl T bobot 25% bobot 50%
16,67%)
I @ mosemenseionis €] om0 bemens -
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@ ) PERINGKAT SPM AWARD 2023
KATEGORI PROVINSI TERBAIK KATEGORI KABUPATEN TERBAIK KATEGORI KOTA TERBAIK

| NO  DARRAM  NWAI  NO  DARRAH  NIAL  NO__ DAERRAH  NLAI

1 KALIMANTAN UTARA 9’7.73 1 KAB. KARANGANYAR 98.59 1 KOTATANGERANG 98.75

2 JAWA BARAT 96.57 2 KAB. SOPPENG 98.36 2 KOTAPRABUMULIH 98.60

3 SUMATERA BARAT 95.65 3 KAB. BOGOR 97.98 3 KOTA PADANG 98.11
N e T T S TR\ AR = e TR T

5 JAWATENGAH 93.82 5 KAB. GORONTALO 96.66 &3 KOTAYOGYAKARTA 96.61

6 DI YOGYAKARTA 93.77 6 KAB. PATI 96.29 6 KOTA SURAKARTA 96.00

7 JAWATIMUR 92.68 7 KAB. ACEH TIMUR 95.74 7 KOTA SURABAYA 95.70

8 KALIMANTAN TIMUR 92.58 8 KAB. DHARMASRAYA 95.61 8 KOTABITUNG 95.19

9 DKI JAKARTA 92.26 9 KAB. LAMPUNG TENGAH 94.80 9 KOTAMETRO 93.66

10 BANTEN 91.62 10 KAB. LAMONGAN 94.55 10 KOTAMAGELANG 93.35
—— ® —

DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH ‘
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REPUBLIK INDONESIA
PERINGKAT SPM AWARD
TAHUN 2024
KATEGORI PROV TERBAIK KATEGORI KABUPATEN TERBAIK KATEGORI KOTA TERBAIK
NO DAERAH NILAI NO DAERAH NILAI NO DAERAH NILAI
1 PROV.JAWABARAT 98,53 1 KAB.BOGOR 98,28 1 KOTAMAKASSAR 99,80
2 PROV.JAWATIMUR 98,43 2 KAB.KARANGANYAR 98,24 2 KOTATANGERANG SELATAN 98,69
3 PROV. KALIMANTAN TIMUR 96,95 3 KAB.BANGKABARAT 98,05 3 KOTATANGERANG 98,67
4 PROV.JAWATENGAH 96,87 4 KAB.SUMBAWA 98,01 4  KOTASERANG 98,61
5  PROV. SULAWESI SELATAN 95,21 5  KAB. WONOSOBO 97.94 5  KOTAPADANG 98,55
6  PROV.DI YOGYAKARTA 94,60 6  KAB.WONOGIRI 97,82 6  KOTAPALEMBANG 97,62
7 PROV.DKIJAKARTA 91,95 7 KAB.BENER MERIAH 97,58 7 KOTAYOGYAKARTA 97,57
8  PROV.SUMATERABARAT 91,72 8  KAB.KLATEN 97,47 8  KOTADENPASAR 97,52
9  PROV.KALIMANTAN UTARA 9165 9  KAB.SIDOARJO 97 44 9  KOTASEMARANG 97,46
10 PROV.KEPULAUAN RIAU 90,75 10 KAB.TAPIN 97,40 10 KOTATASIKMALAYA 97,
I e « 6 oW
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SPM DIPAKAI UNTUK

Dasar untuk Penilaian Penilaian

SPM
Awards

Penilaian
EPSS

Penilaian

Indeks
Kepatuhan
aerah

Memberikan
DAU/DAK i IPKD

DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH > bcmggq .
KEMENTERIAN DALAM NEGERI BerAKH LAK melqun[
REPUBLIK INDONESIA i

retsack el i e ba ngsa

TERIMA
KASIH

@www.kemendagri.go.id n Kemendagri_RI 'kemendagri kemendagri
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Paparan Narasumber Rapat Koordinasi Penerapan SPM Sumatera Barat :

D O

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

020 w

RENCANA AKSPENERAPAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL

DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENDAGRI

BerAKHLAK ST - IS [T o |-, o
. sy
00020~ BerakiLAX 7T

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

Setelah dipahami pengertian SPM, selanjutoya harus disusun suatu Rencana
Aksi Penarapan dan Pencapaian SPM yvang biasanya berjangka menengah
oleh OPD pengampu SPM yg bersangkutan,

Dalam hal inl dibutubkan suatu analisis atau kajian kebutuhan pembisyaan
pancapaian SPM {Perencanaan Pembiayaan SPM).

Agar dapat diimplementasikan, diterapkan dan dicapal, maka Rencana Aksi
terscbut harus terinternalisasi atau terintegrasi ke dalam mekanisme
perencanaan dan penganggaran daerah.

Laporan Akhir Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Tahun 2024 70



¢ Penciklion Mersrgahn

INDIKATOR LAYANAN SPM
TR _ IR

o -

Prerods fin Ao aes din

.m P Fiies & Pervidion [
PELAANNN HEBEHA PERDLIDUE . : peemEiage = . Pewhorin fperierni
] HHAEmmmwrmllmm ] : :'::Fh '::I“ - anceril o e
HESTHATN
E i P e . oy 4 Dl bend Lok = P Uik pasd ke
¢ P boeckd kajaan R 5eEs Dol « Dty = Paon sk indl i ::J;*'W"“I“'“’"
- Do dergan readon pinkebs S5
EENL G ¢ PTETANTE ST O T i ke ket 4 Percs il WEDLPEN [okok @ TTRERT SeREE e
Lk v Purpadisen pesyeren pergoishen s bnbsh tomiulboepanal beins 5 Beryeio pelranen pesgolain e reah dorssli
[
v Pt O roftabilan Tdna® vy lapak AL Dagd kil 1 Plﬂ'_l"-l!'l dmnmnlrﬁwh*hnlhﬂhnmh-m-hhhh
= PERURAM A LRI e FETIE 4 Fai bagl ywary ko retoksal
ALHRT v b parsela o paag b o b sk g mmmim
fa e ek enl progam cormrirlaben Seeah Derwrn
FELANAAN .
v Pyl raren Erbershareen o ot ey uen i el < Hpienisprean a0 b0l vamedn Deormin v Parprsaln das
TRLANTEDH - [ i Peuassgshan o bnsreegmen meas aredias e b baee
O T R S ol
Foparz o
REHARL TS SOMIAL DRSS | DIOALAM IPRNT| FEHABLTAG] S0ha DAEAA - DLW PTI
i e v Pavpiaeiesy Adefml el < Prwandend Seabiles nEv
v Rk S i = sl e
v Lanjik ol bt o Ll v bl
i T o ol Ehusisrye eiandengan con pengemE 4 T B AER ANty dan

Pl rungen duan Eminen Aot secs s cen etk sz
DRI R e R T TEIEE e R TR e ]

$0820 4

ST NG
Perialufga s o | e vt soaal (a0 B0l ST Sekeial nooar daneal eeame Dagi
O b TG N AT

3

TAHAPAN PENERAPAN 5PM

Tewins' Pyesd 4 - A7 Pt Permaedsyr B TeEen J051

1  Pengumpulan Data
L 1]
* odormiali a0 kiensas WEGa P & R
Mg a FE] DR, e T Szrm & Lk Pk
" urrinh ey snde: - MK = Eercyw betepi
VG el v Pl kK = e Batea Lind

'-ﬂ-:mqw-m |
A Ay i

3 PenyuwsunanRencana Pemenwhan Palayanan Dasar

P Jery e Nuey Y Froun P s Presn e ear
e Mk G0 POAEE ey b [ llirl.lh.-'l
i Palrperan Do
i : Peressgy BEHT
o P : SN mﬁ::
i = S ! Fer W meegregs SR
; o, e
—td g, P ammm « Fawestgs TV31 .
PETEL.
u-—- Frausr M
PRI
(] mml

3 Ponghifungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar

T rrergphiurg el

[P e TR P byl sirot hotind gt

F— K aad) Diguoskn il | SETRORRT Sl
m_.:; 'I'm' . _T-u.u-—
'I' I'n_u_. - . ﬂ"“"l
SEmHTAG Felynran Do . nlﬂuﬂu-
g g, o B T iy mtans ot
B L
ket R Baerya
Fulapanen Dassr ssiia

4 Peisksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Ukl fasggaran
Progrine 274 v S wi B
Eagiatan TP Ceisk: B argn EORF

B e 2P Mot n O bl

Balye i 5

Feficxior
Sub Hirestes

Tzl Cigxnion hu-pu:l?*

Perchir i [ 1 amar Pk . [Urod T W Mgl b Tans Qriknial il

Prd Tyl %) Parree wfah Daer oo et

1 T S ondl rvrress hedemron cieo o) el Rlegas g beemakc
Ay beh e ey [hpsen oot Foraril ey aaih oo i Sih s [y o shapyws gl ewakin
L e TR e A purueiayg 1 s

¥ e T winRa g B g, st ey
kb P oy

ol T v (hmid ol P | Dot iy b, (b bl (il iy i |

Umisw wminasil inrgme i

Laporan Akhir Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Tahun 2024

71




506820« oraipLax FTTE u
f'“': TIM PENERAPAN EFM DI DAERAH

T
FACVINEL N - 5 R --
Semaa Tanal M aval ¥ PMads Purrmedege 53 fafasr 2071 q‘...-'. .hu.uiﬂudJ?lrdTI'uhrhrI—L-pr.ﬂr‘-’nriﬂ'l “._.
— Perasgguy sawal | Dubers | b Pasngew lab  Bupatfwal kota
Ggimlniin Des aly Provem I —i HEws Gebyeinrs Desemh Kshusyien’ Kdin
_{ Bkl Kifiss B il By Pl s urmar Pividaisgaain O s g _{ Vask® s Eapmiy Dadar Persre o Pembang @ Desrah
Prosrm e mhepsi by inols
Sakrgiars Hepaa Bia Tara Pomansiahan Provins plod Eacrmaris Bapgla lagon Taie Panennishan Kabpaienkns
mabrrimn bmin i il it
_,ruwn 1. Wapals pavarghal Saenah provioal yang ] _,'M-u:pl- 1 Kitata paraigusl disid kgl yag =
e bl ngd s pETerrEahoe wai | el rrasTRad iG] Lirs o Pamerinahon VW S Tevni
AR T Frgyanar Daeer;
2. Bap bt Daiban preveg ebokain el sogan dan e . Kz babr pergmicd s e & sy cun assl
dpmmi daerah
A Hepala docsion | casrsh = Heznis rapeiines daoren
L Mepali disas kisundhad] dan inlonmaska | A Hapile dinas kormun i dan amformsdbo;
& Eepab disas kepersuduban San pencaistan ¥ Kapala minas kegendedukan dan pencataias
wipil; mml;
B Wik Dinas Peimseniriaan Desd. dai . Kepsls Diras Perverinbahan Desa; dan
¥, Bapaby penacgkint deerah wsausi dengan 7 Enpida perargsst dasor gesod dongan
| b k. AN it ’
Tim Penerapan S5Pw deerah provinsi dan kabiupaiienkota ditetapkan 5
el e PiEs | dengan keputusan kepaladaerah

u =i Pe= = ==

" TUGAS TIM PENERAPAN SPM DAERAH

Saaen Mk 271 dpd 2 Fale Mg o F Sathen ST

1. Hnumdmhnhmﬂiﬂtlﬂllﬂﬂ Peperapan 5PN dalen bentuk PERATURAN HEPALA DACRAH yang diprahamal cleh bimbaglan ista
& -

Mclikukan Koondinash gengan i Penerapan SPM detrah prevns) dalam polNSonans Pensrapan AN,

Melsbadan kosednos Porempen SPM dengan Perangkst Dasrsh pangampu SPA

Mengoomdisasikan pendataan , pemufakbean dan sinkionsas: inthadap data berkail koredisi Perarapan SPM secara penodk;

Msngonidirasikan imagrani SPM ke delem doauran perencanasn serla mangasal dan memashian Pansagan SEM frinlagras) ke daiam RKPD dan

Farg PO lermess, pesbmoan wumen. das Selewinga |

Hmrﬂnﬂm Wriagrasi SPS ke dalam dokuman pengangdanan  serla mergavesl den mamasifan Prrarapan SPM arinagrass ke dalam angganan

I dan bulangs dagimh,

T H-wurdh-dhm dan mengkonscliclislan susber perdassen delse pemsiuhen. pengerggeeen uick Pemempan 5P deeceby;

8. Mengoomdinasikan penamean staleg pembinaan ioknis Penerapan SPM caerah;

B Mangooidisasikan pemonaisn dan evibas 5P cesrain,

10 Melsbgan sosgkzas Porempoen SPW epads porsskden masyarakal zebagai pemenms manfzat;

11, Mensrrea dan menndakangd  pergadenn measyarakst i=dal Penerapon SPE dan mergioneckdasikan sporan penstanan don peecapaian S PW
daatah katugalen hola, INmasul Bpomn yeng deampsdian maspamkal relkd sistam efors Pamanmehan Dosnah yang lonmegras

12 Mengoomdimazian pencapaian bermasatan laporan pergelenggaraan Pemenimahan Oasah abupaien/ &ota dan meissikan analsis sshagai
o ndas | unbak, perencanaan @han bonkutra

1L MEliKUKET fRhal Socan Berkald | dan

14 Melaporkan Ponerapan P kepaida sekmbaral bersema melaid Gatem pelaporan SPW berbasls apilasl socem Bhaulan,

B pa

BO820 8 BorarHLar £

Laporan Akhir Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Tahun 2024 72




E068 20 s
r_;-"_ﬁ DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUMAN DAERAH

ggﬁ#ﬁﬂa

Perencanaan
Pembangunan Daerah

Beriany
Farebangunan Gesrsh

PP APRAD

| 4
| 1
! Serqabaranda v, i, acah 4 Penmherandsdvabmd de O Pyaahosanied 0 i O Tujpuss, snsnee, progrs & ] nm, I,
| i&k.lhluﬂlinm PRy arn K IE zupuan, r';l'l.lll:]rllm;:ﬁ':;.l | dan kagaran = l“?blhl Sdrira i ATy
: oerrbun pirands sra® pngia kit b, Urategi iiih phoramiCusraty pricikas | P b dela dhars kirsaria gan
| R ) AT S AR batduiar, pembarguren gl g e Db ey al™, aria I raragion e ki ruasnlruen [N
| Do e gen ba s prdanan Daarah o paangan [Barsh reranaker s dor pedenan | P mrinabien Wa i dan d Savasl danpgan beges dan
| sk AFIFN dan ETEM wris program PO dan fnio i awabay Dighan | Lirvi e Parwerrfathuan T g neliag Pl
i B ypng e der g e T i Pethan
i b pemderain byl terpednTu pacs BGR s | || o el i fugad dain
1 mdiba it ureuh jan gha wakn 5 R S1 A P ol 1 T s lagF D
1 Lkan O DHmiapian cieh Pemarmmrs i
1 i Dsuwan dengan berpecomen Pus ]
! pards BRYPT s BH] S |
|
[ . * _
: i
| .
1 Diissmakon Déinfnghon i laphan i [ute Eaphian i S
: FengEnFENDCA, FErgan FINOE Uarrgan PER=GOG i g an FEHK AT, ol o Dim .
i
i
i E.;;;E L-n-:.m:'ukhh g S Ll prielet Ngtelah AF{WD S1etpan | | Sewiah FRRAD dinetapkan Savnt ot AKF G Stiriaploan
| L e A KO Tl h o L 1
!lhE'IH\.I'Ir i
e I I 0 Bl i 2
e e e s

506204

A

-

AN Jenls & Muty $PM
Jeren, Moy, dan Pest arime
Kesstra D Petayansn Uesar

1, Identihau porenma;

serarrial FTIE u
" DOKRENDA DAN RENCANA AKSI PENERAPAN SPM DAERAH

Imegras e dalam dohumen
PEPEOCHn 2N
(Program Pemesuban SPM),

Proses Penganggaran

’ 7. Idertthhan beterusciasn
taarangfjass kebutuhan Iviegras! be dalam obusten
SPM o REFD e " . Mgeran
3 idestfhes pemenshan . [Anggatan Pemerhian SMV)
botumuhan datar yang - Permendage 262017
O P S  Pemenag 70/2619
Tmja-Pn PR i » Permendagn $0/2019
4 Peaoaran pemenhes v Kaprmendogel 090/ 55992021
Pulmysnan Do v Parmandegn 812002 bl a:;’g;;
+ Kepmendagri 999.1.355 RUATIME
P b v Keptaniayn 0355882021
Napmendagri 990.1.05.5 -
) sr20es
PRI 20R ) fegalasi Pengeocgaren Darrsh
Renalest SPM d) - Permeragrl 55/2021
Dacrab Bhscioniediy —

W - -P—

n-.c- ﬁb-- .

Laporan Akhir Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Tahun 2024

73




80820~ serakiLAX F7TR u

ACUAN REGULASI PELAKSANAAN PENGANGGARAN DAN
RENCANA AKSI PENERAPAN SPM DAERAH

PERMENDAGRI 10/2023
1 PEDOMAN PENYUSUNAN RKPO TAHUN 2024

PERMENDAGRI 15/2023
2 PEDOMAN PENYUSUNAN APBD TAMUN ANGGARAN 2024

~ PERMENDAGRI 90/2019
KLASIFIKASH, KODEFIKASH, DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN nmwc

KEPMENDAGRI! 900.1.15.5-1317/2023
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PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TARGET dan ANGGARAN TAHUNAN ]

3

MONITORING DAN PELAPORAN IMPLEMENTASI PENERAPAN SPM J 7
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2] APBN APBD Provinsi »  APBD Kab/Kota
O=7 | Penderasn Bimass Pusal Pancanaan Birvwa Provins g; Pandanaan Birwes Kabots

Pendamen,wga barEumber O SUMDer [ainnya Sepertl

1

Dana Transfer berupa DAK. Dana Bagi Hasll, Dana % Kerjasama Pemearnintah dengan Badan Usaha, Hibah,
Desg Program Tanggung jawab Sosial Parusahaan;
3 4
Dana Olsus, Dana Khusus berupa Dana Bantuan
Operasional Sekolsh, Program Keluarga Harapan, Kerjasama daerah
5
Sumber lainnya yang sah dan tidak mengkat.
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RESUME

« Penetapan Rencana Aksi Penerapan SPM daerah melalui Perkada,
. gigﬁ/t'kan OPD Pengampu SPM dalam menyusun Rencana Aksi Penerapan
«  Memastikan tersedianya dokumen KRB/pemetaan kawasan rawan bencana

sebagai basis dalam menentukan target penerima layanan yang terkait
kebencanaan;

« Meningkatkan koordinasi Tim Penerapan SPM (melakukan rapat secara
berkala) dalam penyusunan rencana aksi;

* Regulasi pelaksanaan penganggaran dan rencana aksi penerapan spm
daerah mengacu pada Kepmendagri KEPMENDAGRI 900.1.15.5-1317/2023
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PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
JIn. Khatib Sulaiman No. 1 Padang Telp. (0751)705223 Fax. (0751)7055676
E-mail : bappedasumbar@gmail.com Homepage : www.sumbar.go.id

LAPORAN PERJALANAN DINAS

Untuk Yth. Bapak Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Melalui 1. Yth. Sekretaris Bappeda Provinsi Sumatera Barat
2. Yth. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Dari Tim Perjalanan Dinas
Tanggal 21 Maret 2024
Perihal Laporan perjalanan dinas dalam rangka Koordinasi Pemantauan/Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2024 ke Kab. Padang
Pariaman.
Isi
|I. Dasar:
1. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 120-1-2024 tanggal 2 Januari 2024

tentang Pembantukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Daerah Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2024.

. Surat Perintah Tugas Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat Nomor

88/111/SPT/DD/PPM/Bapeda-2024, tanggal 18 Maret 2024 perihal melakukan perjalanan
dinas dalam rangka Koordinasi Pemantauan/Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2024 ke Kabupaten Padang
Pariaman, dengan anggota tim terdiri dari Elfi Endri, S.Sos, Nurhayati, SH dan Dwi Haddis
Praseyo pada tanggal 19 Maret 2024.

Il. Pelaksanaan Kegiatan :

1.

Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan

Minimal bahwa SPM merupakan pelaksanaan atas urusan pemerintahan wajib yang

berkaitan dengan pelayanan dasar yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan

bahwa ada 6 Bidang Urusan Wajib Pelayanan Dasar antara lain Bidang Pendidikan,

Kesehatan, PU dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman,

Trantibum dan Bidang Sosial.

SPM disusun sebagai alat Pemerintah dan Pemerintahan Daerah untuk menjamin akses

dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka

penyelenggaraan urusan wajib. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa SPM adalah

jenis pelayanan dasar yang pada hakekatnya merupakan hak konstitusional rakyat untuk

mendapatkannya.

Berdasarkan pasal 11 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 bahwa

Penerapan SPM dilakukan dengan tahapan (a) pengumpulan data, (b) perhitungan

kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, (c) penyusunan rencana pemenuhan pelayanan

dasar, (d) pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.

Hal tersebut dilakukan untuk menjawab permasalahan dan kendala dalam penerapan

SPM di daerah, baik Provinsi maupun Kab/Kota, seperti :

a. Masih banyak Kabupaten/Kota yang belum mencapai target 100% sesuai yang telah
ditetapkan.

b. Masih ada Indikator SPM yang belum ada dukungan anggaran pada masing-masing
Bidang.
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c. Masih banyak Kabupaten/Kota yang terlambat dalam penginputan pelaporan melalui
Aplikasi e_SPM Kemendagri.
d. Memastikan masing-masing indikator SPM masuk dalam dokumen Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) masing-masing Kabupaten/Kota Tahun 2025.
6. Untuk itu, sesuai hasil pelaksanaan Koordinasi Pemantauan/Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2024 ke Kabupaten
Padang Pariaman, dapat disampaikan sebagai berikut :

a. Kabupaten Padang Pariaman termasuk daerah yang belum mencapai target 100%
sesuai target yang telah ditetapkan secara Nasional, hal ini terjadi akibat dari
pemerintah daerah dalam pelaksanaan dan penganggaran untuk penerapan Standar
Pelayanan Minimal (SPM) belum mengacu kepada Permendagri Nomor 59 Tahun
2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dengan tahapan Pengumpulan
Data, Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar, Penyusunan Rencana
Pemenuhan Pelayanan Dasar, dan Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar.

b. Juga akibat dari tidak melakukan penghitungan kebutuhan anggaran untuk Penerapan
Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal sehingga masih ada Indikator SPM yang belum
ada dukungan anggaran pada masing-masing Bidang.

c. Dalam penginputan pelaporan capaian mutu SPM melalui Aplikasi e SPM Kemendagri
Kabupaten Padang Pariaman juga termasuk yang mengalami keterlambatan sehingga
pemerintah pusat dalam hal ini Kemendagri selalu memberikan perpanjangan waktu
untuk daerah menyampaikan laporan capaian SPM kedalam Aplikasi e SPM
Kemendagri. Hal ini terjadi akibat masing-masing SKPD Pengampu Bidang SPM lambat
menyampaikan laporan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

d. Tahun 2024 untuk indikator pemenuhan SPM yang sesuai dengan Permendagri
Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal belum
semuanya bisa dianggarkan dalam bentuk kegiatan dikarenakan keterbatasan
anggaran.

7. Rangkuman dan Rekomendasi Tim :

a. Sesuai amanat Pasal 18 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah
memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan
Pelayanan Dasar, selanjutnya Pasal 298 menyebutkan bahwa Belanja Daerah
diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait
Pelayanan Dasar.

b. Dari Realisasi Pencapaian Target Pemenuhan SPM yang dicapai Kabupaten Padang
Pariaman selama periode Tahun 2023, seperti yang disampaikan oleh masing-
masing Perangkat Daerah Pengampu, maka Bappeda Provinsi mengharapkan agar
Bappeda Kabupaten Padang Pariaman melakukan analisa dalam penghitungan
kebutuhan anggaran untuk pencapaian SPM selama 1 Tahun.

c. Variable dalam melakukan Analisa penghitungan kebutuhan penganggaran SPM
selama 1 tahun antara lain dengan mempedomani Indikator SPM, Target SPM,
Data Sasaran SPM, Anggaran per Satuan Sasaran dan Analisa Kebutuhan Anggaran.

d. Dalam rangka penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal tersebut,
pemerintah daerah juga harus mengintegrasikan dalam dokumen perencanaan
dan anggaran daerah serta target pencapaian pada setiap perangkat daerah
pengampu SPM. Pengintegrasian ini menjadi penting agar ada kepastian bagi
Pemerintah Daerah untuk menerapkan dan mencapai target yang diharapkan
sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing.
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e. Masing-masing indikator SPM masuk dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) masing-masing Kabupaten/Kota Tahun 2025 dalam bentuk Sub
Kegiatan terkait Pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar bagi
Pemerintah Daerah yang menjadi urusan wajib terdiri atas : Pendidikan,
Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman, Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan
Masyarakat, dan Sosial.

Ill. Dokumentasi :

IV. Penutup:
Demikian laporan perjalanan dinas ini disampaikan kepada Bapak mohon arahan
selanjutnya, terima kasih.

An. Tim Yang Melakukan Perjalanan Dinas

Elfi Endri, S.Sos
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PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
JIn. Khatib Sulaiman No. 1 Padang Telp. (0751)705223 Fax. (0751)7055676
E-mail : bappedasumbar@gmail.com Homepage : www.sumbar.go.id

LAPORAN PERJALANAN DINAS

Untuk . Yth. Bapak Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat

Melalui  : 1. Yth. Sekretaris Bappeda Provinsi Sumatera Barat
2. Yth. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Dari :  Tim Perjalanan Dinas

Tanggal : 21 Maret 2024

Perihal : Laporan perjalanan dinas dalam rangka Koordinasi Pemantauan/Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2024 ke Kota Padang
Panjang.

Isi
|I. Dasar:

1. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 120-1-2024 tanggal 2 Januari 2024
tentang Pembantukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Daerah Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2024.

2. Surat Perintah Tugas Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat Nomor
89/111/SPT/DD/PPM/Bapeda-2024, tanggal 18 Maret 2024 perihal melakukan perjalanan
dinas dalam rangka Koordinasi Pemantauan/Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2024 ke Kota Padang Panjang,
dengan anggota tim terdiri dari Elfi Endri, S.Sos, Sasli Adis, SE dan Ishak pada tanggal 20
Maret 2024.

Il. Pelaksanaan Kegiatan :

1. Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal bahwa SPM merupakan pelaksanaan atas urusan pemerintahan wajib yang
berkaitan dengan pelayanan dasar yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan
bahwa ada 6 Bidang Urusan Wajib Pelayanan Dasar antara lain Bidang Pendidikan,
Kesehatan, PU dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman,
Trantibum dan Bidang Sosial.

3. SPM disusun sebagai alat Pemerintah dan Pemerintahan Daerah untuk menjamin akses
dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka
penyelenggaraan urusan wajib. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa SPM adalah
jenis pelayanan dasar yang pada hakekatnya merupakan hak konstitusional rakyat untuk
mendapatkannya.

4. Berdasarkan pasal 11 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 bahwa
Penerapan SPM dilakukan dengan tahapan (a) pengumpulan data, (b) perhitungan
kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, (c) penyusunan rencana pemenuhan pelayanan
dasar, (d) pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.

5. Hal tersebut dilakukan untuk menjawab permasalahan dan kendala dalam penerapan
SPM di daerah, baik Provinsi maupun Kab/Kota, seperti :

a. Masih banyak Kabupaten/Kota yang belum mencapai target 100% sesuai yang telah
ditetapkan.

b. Masih ada Indikator SPM yang belum ada dukungan anggaran pada masing-masing
Bidang.
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d.

Masih banyak Kabupaten/Kota yang terlambat dalam penginputan pelaporan melalui
Aplikasi e_SPM Kemendagri.

Memastikan masing-masing indikator SPM masuk dalam dokumen Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) masing-masing Kabupaten/Kota Tahun 2025.

6. Untuk itu, sesuai hasil pelaksanaan Koordinasi Pemantauan/Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2024 ke Kota Padang
Panjang, dapat disampaikan sebagai berikut :

a.

Kota Padang Panjang termasuk daerah yang belum mencapai target 100% sesuai
target yang telah ditetapkan secara Nasional, hal ini terjadi akibat dari pemerintah
daerah dalam penganggaran untuk penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
belum mengacu kepada Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan
Standar Pelayanan Minimal dengan tahapan Pengumpulan Data, Penghitungan
Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar, Penyusunan Rencana Pemenuhan
Pelayanan Dasar, dan Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar.

Akibat dari tidak melakukan penghitungan kebutuhan anggaran untuk Penerapan
Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal sehingga masih ada Indikator SPM yang belum
ada dukungan anggaran pada masing-masing Bidang.

Dalam penginputan pelaporan capaian mutu SPM melalui Aplikasi e SPM Kemendagri
Kota Padang Panjang sudah sesuai dengan waktu dan jadwal yang diberikan
pemerintah pusat dalam hal ini Kemendagri.

Tahun 2024 untuk indikator pemenuhan SPM yang sesuai dengan Permendagri
Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal belum
semuanya bisa dianggarkan dalam bentuk kegiatan dikarenakan keterbatasan
anggaran.

7. Rangkuman dan Rekomendasi Tim :

a.

Sesuai amanat Pasal 18 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah
memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan
Pelayanan Dasar, selanjutnya Pasal 298 menyebutkan bahwa Belanja Daerah
diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait
Pelayanan Dasar.

Dari Realisasi Pencapaian Target Pemenuhan SPM yang dicapai Kota Padang Panjang
selama periode Tahun 2023, seperti yang disampaikan oleh masing-masing Perangkat
Daerah Pengampu, maka Bappeda Provinsi mengharapkan agar Bappeda Kota
Padang Panjang melakukan analisa dalam penghitungan kebutuhan penganggaran
untuk pencapaian SPM selama 1 Tahun.

Variable dalam melakukan Analisa penghitungan kebutuhan penganggaran SPM
selama 1 tahun antara lain dengan mempedomani Indikator SPM, Target SPM, Data
Sasaran SPM, Anggaran per Satuan Sasaran dan Analisa Kebutuhan Anggaran.

Dalam rangka penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal tersebut,
pemerintah daerah juga harus mengintegrasikan dalam dokumen perencanaan dan
anggaran daerah serta target pencapaian pada setiap perangkat daerah pengampu
SPM. Pengintegrasian ini menjadi penting agar ada kepastian bagi Pemerintah Daerah
untuk menerapkan dan mencapai target yang diharapkan sesuai dengan kemampuan
daerah masing-masing.

Masing-masing indikator SPM masuk dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) masing-masing Kabupaten/Kota Tahun 2025 dalam bentuk Sub
Kegiatan terkait Pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar bagi
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Pemerintah Daerah yang menjadi urusan wajib terdiri atas Bidang Pendidikan,
Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman, Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dan
Bidang Sosial.

f. Dalam rangka penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal tersebut,
pemerintah daerah juga harus mengintegrasikan dalam dokumen perencanaan dan
anggaran daerah serta target pencapaian pada setiap perangkat daerah pengampu
SPM. Pengintegrasian ini menjadi penting agar ada kepastian bagi Pemerintah Daerah
untuk menerapkan dan mencapai target yang diharapkan sesuai dengan kemampuan
daerah masing-masing.

lll. Dokumentasi :

IV. Penutup:
Demikian laporan perjalanan dinas ini disampaikan kepada Bapak mohon arahan
selanjutnya, terima kasih.

An. Tim Yang Melakukan Perjalanan Dinas

Elfi Endri, S.Sos
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Untuk
Melalui

Dari
Tanggal
Perihal

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
JIn. Khatib Sulaiman No. 1 Padang Telp. (0751)705223 Fax. (0751)7055676
E-mail : bappedasumbar@gmail.com Homepage : www.sumbar.go.id

LAPORAN PERJALANAN DINAS

Yth. Bapak Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat

1.
2.

Yth. Sekretaris Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Yth. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Tim Perjalanan Dinas

11 September 2024

Laporan perjalanan dinas dalam rangka Koordinasi Pemantauan/Monitoring dan Evaluasi
Terpadu Pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2024 ke Kabupaten
Solok Selatan

Isi

Dasar :

1.

Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 120-1-2024 tanggal 2 Januari 2024
tentang Pembantukan Tim Teknis Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dengan salah satu tugas tim yakni melakukan
Pemantauan dan Evaluasi SPM di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Nota Dinas Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat Nomor 050/317/ND/PPM/Bappeda/9-
2024 tanggal 9 September 2024 perihal Mohon Persetujuan Melaksanakan Perjalanan Dinas
Dalam Daerah dalam rangka Pemantauan/Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penerapan
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2024 ke Kabupaten Solok Selatan.

Surat Perintah Tugas Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat Nomor
094.3/292/Bappeda/7-2024, tanggal 11 September 2024 perihal melakukan perjalanan
dinas dalam rangka Pemantauan/Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2024 ke Kabupaten Solok Selatan pada tanggal 9 sd 10
September 2024.

Il. Pelaporan:

1.

Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal bahwa SPM merupakan pelaksanaan atas urusan pemerintahan wajib yang
berkaitan dengan pelayanan dasar yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa
ada 6 Bidang Urusan Wajib Pelayanan Dasar antara lain Bidang Pendidikan, Kesehatan, PU
dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Trantibum dan Bidang
Sosial.

. SPM disusun sebagai alat Pemerintah dan Pemerintahan Daerah untuk menjamin akses dan

mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan
urusan wajib. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa SPM adalah jenis pelayanan dasar
yang pada hakekatnya merupakan hak konstitusional rakyat untuk mendapatkannya.
Berdasarkan pasal 11 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 bahwa Penerapan
SPM dilakukan dengan tahapan (a) pengumpulan data, (b) perhitungan kebutuhan
pemenuhan pelayanan dasar, (c) penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar, (d)
pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.
Hal tersebut dilakukan untuk menjawab permasalahan dan kendala dalam penerapan SPM
di daerah, baik Provinsi maupun Kab/Kota, seperti :
a. Perbedaan persepsi terhadap jenis data yang dikumpulkan oleh masing-masing
perangkat daerah.
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Belum adanya keseragaman target penerima layanan oleh pengampu

Integrasi SPM ke dalam dokumen RPJMD yang belum dilaksanakan

Perencanaan belum berbasis data

Standar penghitungan kebutuhan SPM menjadi bias

Koordinasi tim penerapan SPM belum efektif

Belum maksimal pelaksanaan penerapan SPM didaerah

Alokasi anggaran belum menjadi efisien dan efektif

6. Dalam pelaksanaan implementasi SPM di Daerah maka Pemerintah Pusat sudah membuat
portal yang memonitoring apakah daerah sudah melaksanakan dan menyediakan anggaran
yang cukup sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh Pemerintah.

7. Untuk melihat Realisasi Pencapaian Target Pemenuhan SPM yang dicapai s.d Triwulan Il

Tahun 2024, perlu dilakukan pembinaan dan monitoring ke Kab/Kota, antara lain :

a. Dalam merumuskan kebijakan umum terkait implementasi SPM sebagaimana telah
diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pemerintah Kabupaten
Solok Selatan telah menggunakan berbagai instrument kebijakan, terutamanya
tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok
Selatan Tahun 2021-2026, dimana indikator yang tertuang pada urusan pemerintahan
yang terkait dengan SPM menjadi salah satu acuan dalam penetapan indikator kinerja
maupun dalam muatan strategi dan arah kebijakan pemerintah daerah yang tertuang
pada RPJMD.

b. Pertemuan Koordinasi Pemantauan/Monitoring dan Evaluasi Terpadu Pelaksanaan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2024 dilaksanakan Bagian Tata
Pemerintahan Kabupaten Solok Selatan, dan Pembahasan dikoordinir oleh Bagian Tata
Pemerintahan Kabupaten Agam, Tim Penerapan SPM Provinsi bersama dengan OPD
Pengampu SPM, yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas PUPR,
Dinas Perkim dan Satpol PP.

c. Sesuai Hasil pembahasan terhadap Pencapaian Pelaksanaan SPM di Kabupaten Solok
Selatan pada Triwulan | tahun 2024 antara lain :

- Bidang Pendidikan Telah melakukan Input sebesar 100 %% (hijau)

- Bidang Kesehatan Telah Melakukan Input sebesar 90,67 % (hijau)

- Bidang Pekerjaan Umum telah melakukan input sebesar 100 % (hijau)
- Bidang Perumahan Rakyat telah melakukan input sebesar 100% (hijau)
- Bidang Trantibumlinmas telah melakukan input sebesar 93,45% (Hijau)
- Bidang Sosial telah melakukan input sebesar 97,35% (hijau)

d. Triwulan Il tahun 2024 antara lain :

- Bidang Pendidikan Telah melakukan Input sebesar 95,5 %% (hijau)

- Bidang Kesehatan Telah Melakukan Input sebesar 53,6% (Kuning)

- Bidang Pekerjaan Umum telah melakukan input sebesar 6,1% (Merah)

- Bidang Perumahan Rakyat telah melakukan input sebesar 48,9% (Merah)

- Bidang Trantibumlinmas telah melakukan input sebesar 76,1 % (Merah)

- Bidang Sosial telah melakukan input sebesar 0% (Hitam)

. Total Anggaran untuk Pendanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Solok
Selatan pada Triwulan Il Tahun 2024 baru 74,23,2%

f. Sementara untuk capaian SPM Kabupaten Solok Selatan pada triwulan Il tahun 2024

sudah diangka 49,82 %

lll. Rangkuman dan Rekomendasi Tim :

a. Sesuai amanat Pasal 18 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah menyatakan bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan
pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar,
selanjutnya Pasal 298 menyebutkan bahwa Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai
Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar.

b. Dari Realisasi Pencapaian Target Pemenuhan SPM yang dicapai Kabupaten Solok Selatan
selama_periode Januari-Juni 2024, seperti yang disampaikan oleh masing-masing
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Perangkat Daerah Pengampu, maka Bappeda Provinsi mengharapkan agar Pemerintah
Daerah Kabupaten Agam melakukan analisa dalam penghitungan kebutuhan
penganggaran untuk pencapaian untuk semua SPM selama 1 Tahun.

c. Variable dalam melakukan Analisa penghitungan kebutuhan penganggaran SPM selama 1
tahun antara lain dengan mempedomani Indikator SPM, Target SPM, Data Sasaran SPM,
Anggaran per Satuan Sasaran dan Analisa Kebutuhan Anggaran.

d. Rencana Aksi Penerapan SPM yang belum di tetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah,
maka diharapkan percepatan, karena ini salah satu indikator penilaian ditingkat pusat.

IV. Dokumentasi
Dokumentasi Pelaksanaan Koordinasi Pemantauan/Monitoring dan Evaluasi Terpadu

Pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2024 ke Kabupaten Solok Selatan :
4 N

V. Penutup:
Demikian laporan perjalanan dinas ini disampaikan kepada Bapak mohon arahan

selanjutnya, terima kasih.

An. Tim Yang Melakukan Perjalanan Dinas

Elfi Endri, S.Sos
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Isi

SUNATERA DARAT

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
JIn. Khatib Sulaiman No. 1 Padang Telp. (0751)705223 Fax. (0751)7055676
E-mail : bappedasumbar@gmail.com Homepage : www.sumbar.go.id

LAPORAN PERJALANAN DINAS

Untuk . Yth. Bapak Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat

Melalui : 1.
2.

Yth. Sekretaris Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Yth. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Dari :  Tim Perjalanan Dinas

Tanggal : 21 Agustus 2024

Perihal : Laporan perjalanan dinas dalam rangka Koordinasi Pemantauan/Monitoring dan Evaluasi
Terpadu Pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2024 ke Kabupaten
Agam

I. Dasar:

1.

Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 120-1-2024 tanggal 2 Januari 2024
tentang Pembantukan Tim Teknis Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dengan salah satu tugas tim yakni melakukan
Pemantauan dan Evaluasi SPM di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Nota Dinas Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat Nomor 050/305/ND/PPM/Bappeda/7-
2024 tanggal 20 Agustus 2024 perihal Mohon Persetujuan Melaksanakan Perjalanan Dinas
Dalam Daerah dalam rangka Pemantauan/Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penerapan
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2024 ke Kabupaten Agam.

Surat Perintah Tugas Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat Nomor
094.3/281/Bappeda/7-2024, tanggal 20 Agustus 2024 perihal melakukan perjalanan dinas
dalam rangka Pemantauan/Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2024 ke Kabupaten Agam pada tanggal 19 sd 20 Agustus
2024,

Il. Pelaporan:

1.

Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal bahwa SPM merupakan pelaksanaan atas urusan pemerintahan wajib yang
berkaitan dengan pelayanan dasar yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa
ada 6 Bidang Urusan Wajib Pelayanan Dasar antara lain Bidang Pendidikan, Kesehatan, PU
dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Trantibum dan Bidang
Sosial.

SPM disusun sebagai alat Pemerintah dan Pemerintahan Daerah untuk menjamin akses dan
mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan
urusan wajib. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa SPM adalah jenis pelayanan dasar
yang pada hakekatnya merupakan hak konstitusional rakyat untuk mendapatkannya.
Berdasarkan pasal 11 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 bahwa Penerapan
SPM dilakukan dengan tahapan (a) pengumpulan data, (b) perhitungan kebutuhan
pemenuhan pelayanan dasar, (c) penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar, (d)
pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.

Hal tersebut dilakukan untuk menjawab permasalahan dan kendala dalam penerapan SPM
di daerah, baik Provinsi maupun Kab/Kota, seperti :
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Perbedaan persepsi terhadap jenis data yang dikumpulkan oleh masing-masing
perangkat daerah.

Belum adanya keseragaman target penerima layanan oleh pengampu

Integrasi SPM ke dalam dokumen RPJMD yang belum dilaksanakan

Perencanaan belum berbasis data

Standar penghitungan kebutuhan SPM menjadi bias

Koordinasi tim penerapan SPM belum efektif

Belum maksimal pelaksanaan penerapan SPM didaerah

Alokasi anggaran belum menjadi efisien dan efektif

6. DaIam pelaksanaan implementasi SPM di Daerah maka Pemerintah Pusat sudah membuat
portal yang memonitoring apakah daerah sudah melaksanakan dan menyediakan anggaran
yang cukup sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh Pemerintah.

7. Untuk melihat Realisasi Pencapaian Target Pemenuhan SPM yang dicapai s.d Triwulan Il
Tahun 2024, perlu dilakukan pembinaan dan monitoring ke Kab/Kota, antara lain :

a.

(¢}

f.

Dalam merumuskan kebijakan umum terkait implementasi SPM sebagaimana telah
diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pemerintah Kabupaten
Agamtelah menggunakan berbagai instrument kebijakan, terutamanya tertuang dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Agam Tahun 2021-2026,
dimana indikator yang tertuang pada urusan pemerintahan yang terkait dengan SPM
menjadi salah satu acuan dalam penetapan indikator kinerja maupun dalam muatan
strategi dan arah kebijakan pemerintah daerah yang tertuang pada RPJMD.
Pertemuan Koordinasi Pemantauan/Monitoring dan Evaluasi Terpadu Pelaksanaan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2024 dilaksanakan Bagian Tata
Pemerintahan Kabupaten Agam, dan Pembahasan dikoordinir oleh Bagian Tata
Pemerintahan Kabupaten Agam, Tim Penerapan SPM Provinsi bersama dengan OPD
Pengampu SPM, yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas PUPR,
Dinas Perkim dan Satpol PP.

Sesuai Hasil pembahasan terhadap Pencapaian Pelaksanaan SPM di Kabupaten Agam
pada Triwulan | tahun 2024 antara lain :

- Bidang Pendidikan Telah melakukan Input sebesar 92,01 %% (hijau)

- Bidang Kesehatan Telah Melakukan Input sebesar 92,45 % (hijau)

- Bidang Pekerjaan Umum telah melakukan input sebesar 100 % (hijau)

- Bidang Perumahan Rakyat telah melakukan input sebesar 100% (hijau)

- Bidang Trantibumlinmas telah melakukan input sebesar 90,65% (Hijau)

- Bidang Sosial telah melakukan input sebesar 100% (hijau)

Triwulan Il tahun 2024 antara lain :

- Bidang Pendidikan Telah melakukan Input sebesar 100 %% (hijau)

- Bidang Kesehatan Telah Melakukan Input sebesar 100% (hijau)

- Bidang Pekerjaan Umum telah melakukan input sebesar 100% (hijau)

- Bidang Perumahan Rakyat telah melakukan input sebesar 100% (hijau)

- Bidang Trantibumlinmas telah melakukan input sebesar 100 % (hijau)

- Bidang Sosial telah melakukan input sebesar 100% (hijau)

. Total Anggaran untuk Pendanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Agam

pada Triwulan Il Tahun 2024 baru 81,45,2%
Sementara untuk capaian SPM Kabupaten Agam pada triwulan Il tahun 2024 sudah
diangka 100 %

lll. Rangkuman dan Rekomendasi Tim :

a.

Sesuai amanat Pasal 18 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah menyatakan bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan
pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar,
selanjutnya Pasal 298 menyebutkan bahwa Belanja Daerah diprioritaskan untuk
mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar.
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b. Dari Realisasi Pencapaian Target Pemenuhan SPM yang dicapai Kabupaten Agam selama
periode Januari-Juni 2024, seperti yang disampaikan oleh masing-masing Perangkat
Daerah Pengampu, maka Bappeda Provinsi mengharapkan agar Pemerintah Daerah
Kabupaten Agam melakukan analisa dalam penghitungan kebutuhan penganggaran
untuk pencapaian untuk semua SPM selama 1 Tahun.

c. Variable dalam melakukan Analisa penghitungan kebutuhan penganggaran SPM selama
1 tahun antara lain dengan mempedomani Indikator SPM, Target SPM, Data Sasaran
SPM, Anggaran per Satuan Sasaran dan Analisa Kebutuhan Anggaran.

d. Rencana Aksi Penerapan SPM yang belum di tetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah,
maka diharapkan percepatan, karena ini salah satu indikator penilaian ditingkat pusat.

IV. Dokumentasi
Dokumentasi Pelaksanaan Koordinasi Pemantauan/Monitoring dan Evaluasi Terpadu
Pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2024 ke Kabupaten Agam

- =) * Il

V. Penutup:
Demikian laporan perjalanan dinas ini disampaikan kepada Bapak mohon arahan
selanjutnya, terima kasih.

An. Tim Yang Melakukan Perjalanan Dinas

Elfi Endri, S.Sos

Laporan Akhir Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Tahun 2024 91



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

JIn. Khatib Sulaiman No. 1 Padang Telp. (0751)705223 Fax. (0751)7055676
E-mail : bappedasumbar@gmail.com Homepage : www.sumbar.go.id

LAPORAN PERJALANAN DINAS

Isi

Untuk Yth. Bapak Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Melalui 1. Yth. Sekretaris Bappeda Provinsi Sumatera Barat
2. Yth. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Dari Tim Perjalanan Dinas
Tanggal 24 Juli 2024
Perihal Laporan perjalanan dinas dalam rangka Koordinasi Pemantauan/Monitoring dan Evaluasi
Terpadu Pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2024 ke Kabupaten
Pasaman
|I. Dasar:
a. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 120-1-2024 tanggal 2 Januari

2024 tentang Pembantukan Tim Teknis Percepatan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (SPM) Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dengan salah satu tugas
tim yakni melakukan Pemantauan dan Evaluasi SPM di daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota.

Nota Dinas Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat Nomor
050/216/ND/PPM/Bappeda/7-2024 tanggal 22 Juli 2024 perihal Mohon Persetujuan
Melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka
Pemantauan/Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (SPM) Tahun 2024 ke Kabupaten Pasaman.

Surat Perintah Tugas Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat Nomor
094.3/209/Bappeda/7-2024, tanggal 22 Juli 2024 perihal melakukan perjalanan
dinas dalam rangka Pemantauan/Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penerapan
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2024 ke Kabupaten Pasaman pada tanggal

22 sd 23 Juli 2024.

Il. Pelaporan:

1.

Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal bahwa SPM merupakan pelaksanaan atas urusan pemerintahan wajib yang
berkaitan dengan pelayanan dasar yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan
bahwa ada 6 Bidang Urusan Wajib Pelayanan Dasar antara lain Bidang Pendidikan,
Kesehatan, PU dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman,
Trantibum dan Bidang Sosial.

SPM disusun sebagai alat Pemerintah dan Pemerintahan Daerah untuk menjamin akses
dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka
penyelenggaraan urusan wajib. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa SPM adalah
jenis pelayanan dasar yang pada hakekatnya merupakan hak konstitusional rakyat
untuk mendapatkannya.

4. Berdasarkan pasal 11 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 bahwa

Penerapan SPM dilakukan dengan tahapan (a) pengumpulan data, (b) perhitungan
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kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, (c) penyusunan rencana pemenuhan
pelayanan dasar, (d) pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.

5. Hal tersebut dilakukan untuk menjawab permasalahan dan kendala dalam penerapan
SPM di daerah, baik Provinsi maupun Kab/Kota, seperti :
a. Perbedaan persepsi terhadap jenis data yang dikumpulkan oleh masing-masing

perangkat daerah.

Belum adanya keseragaman target penerima layanan oleh pengampu

Integrasi SPM ke dalam dokumen RPJMD yang belum dilaksanakan

Perencanaan belum berbasis data

Standar penghitungan kebutuhan SPM menjadi bias

Koordinasi tim penerapan SPM belum efektif

Belum maksimal pelaksanaan penerapan SPM didaerah

Alokasi anggaran belum menjadi efisien dan efektif

6. Dalam pelaksanaan implementasi SPM di Daerah maka Pemerintah Pusat sudah
membuat portal yang memonitoring apakah daerah sudah melaksanakan dan
menyediakan anggaran yang cukup sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh
Pemerintah.

7. Untuk melihat Realisasi Pencapaian Target Pemenuhan SPM yang dicapai s.d Triwulan
Il Tahun 2024, perlu dilakukan pembinaan dan monitoring ke Kab/Kota, antara lain :
a. Dalam merumuskan kebijakan umum terkait implementasi SPM sebagaimana telah

Sm 0 o0T

diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pemerintah Kabupaten
Pasaman telah menggunakan berbagai instrument kebijakan, terutamanya
tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Pasaman Tahun 2021-2026, dimana indikator yang tertuang pada urusan
pemerintahan yang terkait dengan SPM menjadi salah satu acuan dalam penetapan
indikator kinerja maupun dalam muatan strategi dan arah kebijakan pemerintah
daerah yang tertuang pada RPJMD.

b. Pertemuan Koordinasi Pemantauan/Monitoring dan Evaluasi Terpadu Pelaksanaan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2024 dilaksanakan Bagian Tata
Pemerintahan Kabupaten Pasaman, dan Pembahasan dikoordinir oleh Bagian Tata
Pemerintahan Kabupaten Pasaman, Tim Penerapan SPM Provinsi bersama dengan
OPD Pengampu SPM, yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas
PUPR, Dinas Perkim dan Satpol PP.

c. Sesuai Hasil pembahasan terhadap Pencapaian Pelaksanaan SPM di Kabupaten
Pasaman pada Triwulan | tahun 2024 antara lain :
- Bidang Pendidikan Telah melakukan Input sebesar 92,01 %% (hijau)
- Bidang Kesehatan Telah Melakukan Input sebesar 92,45 % (hijau)
- Bidang Pekerjaan Umum telah melakukan input sebesar 100 % (hijau)
- Bidang Perumahan Rakyat telah melakukan input sebesar 100% (hijau)
- Bidang Trantibumlinmas telah melakukan input sebesar 90,65% (Hijau)
- Bidang Sosial telah melakukan input sebesar 100% (hijau)

d. Triwulan Il tahun 2024 antara lain :
- Bidang Pendidikan Telah melakukan Input sebesar 93,12 %% (hijau)
- Bidang Kesehatan Telah Melakukan Input sebesar 94,71% (hijau)
- Bidang Pekerjaan Umum telah melakukan input sebesar 99% (hijau)
- Bidang Perumahan Rakyat telah melakukan input sebesar 93,47% (hijau)
- Bidang Trantibumlinmas telah melakukan input sebesar 82,27 % (hijau)
- Bidang Sosial telah melakukan input sebesar 100% (hijau)
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e. Total Anggaran untuk Pendanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten
Pasaman pada Triwulan Il Tahun 2024 baru 23,2%

f. Sementara untuk capaian SPM Kabupaten Pasaman pada triwulan Il tahun 2024
baru diangka 75,16 %

Ill. Rangkuman dan Rekomendasi Tim :

1. Sesuai amanat Pasal 18 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah
memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan
Pelayanan Dasar, selanjutnya Pasal 298 menyebutkan bahwa Belanja Daerah
diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan
Dasar.

2. Dari Realisasi Pencapaian Target Pemenuhan SPM yang dicapai Kabupaten Pasaman
selama periode Januari-Juni 2024, seperti yang disampaikan oleh masing-masing
Perangkat Daerah Pengampu, maka Bappeda Provinsi mengharapkan agar Pemerintah
Daerah Kabupaten Pasaman melakukan analisa dalam penghitungan kebutuhan
penganggaran untuk pencapaian untuk semua SPM selama 1 Tahun.

3. Variable dalam melakukan Analisa penghitungan kebutuhan penganggaran SPM
selama 1 tahun antara lain dengan mempedomani Indikator SPM, Target SPM, Data
Sasaran SPM, Anggaran per Satuan Sasaran dan Analisa Kebutuhan Anggaran.

4. Rencana Aksi Penerapan SPM yang belum di tetapkan dengan Peraturan Kepala
Daerah, maka diharapkan percepatan, karena ini salah satu indikator penilaian
ditingkat pusat.

IV. Dokumentasi

Dokumentasi Pelaksanaan Koordinasi Pemantauan/Monitoring dan Evaluasi Terpadu

Pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2024 ke Kabupaten

Pasaman :

4 2.

e

V. Penutup:
Demikian laporan perjalanan dinas ini disampaikan kepada Bapak mohon arahan
selanjutnya, terima kasih.

An. Tim Yang Melakukan Perjalanan Dinas

Elfi Endri, S.Sos
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PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
In. Khatib Sulaiman No. 1 Padang Telp. (0751)705223 Fax. (0751)7055676
E-mail : bappedasumbar@gmail.com Homepage : www.sumbar.go.id

LAPORAN PERJALANAN DINAS

Kepada . Yth. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat

Melalui . Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Dari : Tim Pelaksana Perjalanan Dinas

Tanggal ;12024

Perihal : Laporan Perjalanan Dinas dalam rangka Pemantauan/Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2024 ke Kota
Bukittinggi dan Kabupaten Tanah Datar

Isi Laporan

I. PENDAHULUAN :

a. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 120-1-2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang
Pembantukan Tim Teknis Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Daerah Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2024 dengan salah satu tugas tim yakni melakukan Pemantauan dan Evaluasi
SPM di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

b. Nota Dinas Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat Nomor 050/210/ND/PPM/Bappeda/7-2024
tanggal 17 Juli 2024 perihal Mohon Persetujuan Melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam
rangka Pemantauan/Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(SPM) Tahun 2024 ke Kota Bukittinggi dan Kabupaten Tanah Datar.

c. Surat Perintah Tugas Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat Nomor : 094.3/205/Bappeda/7-2024,
tanggal 19 Juli 2024 perihal melakukan perjalanan dinas dalam rangka Pemantauan/Monitoring dan
Evaluasi Pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2024 ke Kota Bukittinggi
dan Kabupaten Tanah Datar pada tanggal 18 sd 19 Juli 2024.

Il. ISI LAPORAN :

2.1 Kota Bukttinggi :

a. Kota Bukittinggi telah menyelenggarakan pelaksanaan penerapan SPM Tahun 2024. Sesuai hasil
pembahasan dan diskusi dapat disampaikan sebagai berikut :

- Penerapan SPM Tahun 2024, sampai saat ini Kota Bukittinggi berdasarkan hasil evaluasi
kinerja persentase capaian SPM Triwulan Il untuk setiap bidang/urusan mencapai 66,01%.
Persentase Realisasi capaian SPM Tahun 2024 untuk setiap Bidang/Urusan : - Pekerjaan
Umum, kondisi saat ini status dari informasi keterisian = 88,89%, Status Capaian = 95,96%,
Serapan Anggaran 20%.Tidak ada permasalahan. Peran Provinsi selalu melakukan
pemantauan dan evaluasi. - Perumahan Rakyat, keterisian = 50% dari pengisian tidak ada
masalah tetapi progres belum optimal. Adanya perbedaan pemahaman terhadap Permen
PUPR (baik tingkat Provinsi maupun di daerah).

- Selain itu masih ada pentahapan SPM belum diakomodir dalam SPM Kota Bukittinggi untuk
setiap urusan.

- Untuk capaian SPM sudah cukup tinggi, tetapi terhadap capaian kinerja terhadap 6 indikator
masih rendah (adanya penurunan), hal ini disebabkan o/ beberapa faktor :
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e Belum menyusun Rencana Aksi (sehigga Rencana Aksi belum di Upload ke e_SPM).
e Kepatuhan daerah dalam Pelaporan Capaian setiap Triwulan, agar lebih awal pengisiannya

di SPM.

e Dapat disampaikan bahwa sampai saat ini Kota Bukitinggi belum menyusun Rencana Aksi

akibatnya Rencana Aksi terlambat/belum di Upload pada Aplikasi e-SPM, agar dilakukan
percepatan penyusunannya.

o Untuk keaktifan Tim Penerapan SPM Kota Bukittinggi perlu ditingkatkan. Berdasarkan

Evaluasi Kinerja SPM Kota Bukittinggi se-Sumatera Barat Tahun 2023 untuk kategori Kota
Terbaik Kota Bukittinggi berada pada posisi peringkat ke-6 dari Kota di Sumatera Barat.
Hasil Kinerja Kota Bukittinggi 82,59%. C. Arahan dari Tim Penerapan SPM Provinsi, SPM
merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan dan reword dari pemerintah pusat yang
menjadi salah satu indikator memberikan anggaran lebih kepada pemerintah daerah
melalui Dana DAU dan DAK. SPM merupakan dasar untuk memberikan DAU/DAK.

2.2 Kabupaten Tanah Datar :
a. Kabupaten Tanah Datar telah menyelenggarakan pelaksanaan penerapan SPM Tahun 2024.

b. Sesuai hasil pembahasan dan diskusi dapat disampaikan sebagai berikut :

Penerapan SPM Tahun 2024, sampai saat ini Kabupaten Tanah Datar berdasarkan hasil

evaluasi kinerja persentase capaian SPM Triwulan Il untuk setiap bidang/urusan mencapai

59,31%.

Persentase Realisasi capaian SPM Tahun 2024 untuk setiap Bidang/Urusan :- Pekerjaan

Umum, kondisi saat ini belum melakukan pengumpulan data, pola pendanaan. Agar

melakukan juga koordinasi dengan Bappeda baik Bappeda Kabupaten maupun Provinsi.

Peran Provinsi selalu melakukan pemantauan dan evaluasi. Perumahan Rakyat, belum mengisi

anggaran tetapi sudah melakukan pentahapan (sudah membuat tahapan dan perencanaan),

progres belum optimal.

Adanya perbedaan pemahaman terhadap Permen PUPR (baik tingkat Provinsi maupun di

daerah).

Selain itu masih ada pentahapan SPM belum diakomodir dalam SPM Kabupaten Tanah Datar

untuk setiap urusan.

Untuk capaian SPM sudah cukup baik, tetapi terhadap capaian kinerja terhadap 6 indikator

masih rendah (adanya penurunan), hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain :

- Belum menyusun Rencana Aksi (Rencana Aksi terlambat di Upload).

- Kepatuhan daerah dalam Pelaporan Capaian setiap Triwulan, agar lebih awal pengisiannya
di SPM (Terlambat dalam penyampaian pelaporan).

- Dapat disampaikan bahwa sampai saat ini Kabupaten Tanah Datar sudah menyusun
Rencana Aksi tetapi belum di Upload pada Aplikasi e-SPM.

- Untuk keaktifan Tim Penerapan SPM Kabupaten Tanah Datar perlu ditingkatkan.

- Setiap indikator SPM harus ada pembiayaan, jika tidak terealisasi otomatis akan
mengurangi kinerja SKPD. Gambaran SPM Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023.

Berdasarkan Evaluasi Kinerja SPM Kabupaten Tanah Datar se-Sumatera Barat Tahun 2023

untuk kategori Kabupaten Terbaik, Kabupaten Tanah Datar berada pada posisi ke-10 dari

Kabupaten di Sumatera Barat (peringkat 3 terakhir di Provinsi Sumatera Barat).
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3. PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI
a. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan SPM di ke dua Daerah yakni Kota
Bukittinggi dan Kabupaten Tanah Datar tahun 2024 :

Kendala koordinasi dengan OPD pengampu SPM yang kurang maksimal dalam penyusunan
Rencana Aksi Pelaksanaan SPM sehingga sampai kondisi Minggu ke | Bulan Agustus 2024 Dokumen
RAD SPM belum bisa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Data di Dapodik kurang sinkron dengan data riil di lapangan karena ada perbedaan, sehingga butuh
effort lebih, dalam hal ini.

Butuh verifikasi dan validasi data pendukung dalam hal pelaporan karena data-data belum
ditampilkan pada rencana aksi.

Proses input data tahapan di sistim belum selesai sehingga Kota Bukittinggi dan Kabupaten Tanah
Datar belum 100% nilai realisasi sesuai target yang ditetapkan.

e. Tanggapan dan Rekomendasi Tim terhadap permasalahan yang didiskusikan :

Bahwa SPM merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan dan bentuk reword oleh
Pemerintah Pusat kepada Daerah dan menjadi salah satu indikator memberikan anggaran lebih
kepada pemerintah daerah melalui Dana DAU/DAK (dasar untuk memberikan Dana DAU/DAK).
Walaupun SPM bukan Mandatori Pusat namun menjadi Prioritas Daerah dalam penganggaran dan
menjadi tanggungjawab masing-masing kepala daerah, untuk itu Tim Penerapan SPM Kota
Bukittinggi dan Kabupaten Tanah Datar perlu duduk bersama terkait Proses Perencanaan dan
Penganggaran SPM untuk Tahun 2025 dan lebih intens lagi melakukan rapat koordinasi bersama
Perangkat Daerah Pengampu pelaksana SPM untuk percepatan pencapaiannya.

Agar segera menuntaskan penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM dan di tetapkan dengan
Peraturan Kepala Daerah dan perlu dilakukan sinkronisasi dengan Program Prioritas Provinsi
Sumatera Barat terkait program prioiritas yang perlu diselaraskan dengan Kabupaten/Kota.

Kota Bukittinggi maupun Kabupaten Tanah Datar melalui Tim Penerapan SPM agar segera
melakukan upload Rencana Aksi Penerapan SPM pada Aplikasi e-SPM, untuk membuat strategi
pencapaian pemenuhan SPM

4. DOKUMENTASI
Dokumentasi perjalanan dinas dalam rangka Pemantauan/Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2024 ke Kota Bukittinggi dan Kabupaten Tanah Datar
tanggal 18 sd. 19 Juli 2024 :
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Dokumentasi Monev SPM di Kabupaten Tanah Datar.

Demikian laporan perjalanan dinas ini disampaikan kepada Bapak mohon arahan selanjutnya, terima kasih.

An. Tim Pelaksana Monev,

Elfi Endri, S.Sos
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PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jin. Khatib Sulaiman No. 1 Padang Telp. (0751)705223 Fax. (0751)7055676
E-mail : bappedasumbar@gmail.com Homepage : www.sumbar.go.id

LAPORAN PERJALANAN DINAS

Kepada . Yth. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat

Melalui . Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Dari . Tim Pelaksana Perjalanan Dinas

Tanggal : 15Juli 2024

Perihal : Laporan Perjalanan Dinas dalam rangka Pemantauan/Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2024 ke Kabupaten
Pasaman Barat

Isi Laporan

I. PENDAHULUAN :

a. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 120-1-2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang
Pembantukan Tim Teknis Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Daerah Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2024 dengan salah satu tugas tim yakni melakukan Pemantauan dan Evaluasi
SPM di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

b. Nota Dinas Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat Nomor 050/196/ND/PPM/Bappeda/7-2024
tanggal 10 Juli 2024 perihal Mohon Persetujuan Melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam
rangka Pemantauan/Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(SPM) Tahun 2024 ke Kabupaten Pasaman Barat.

c. Surat Perintah Tugas Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat Nomor : 094.3/193/Bappeda/7-2023,
tanggal 11 Juli 2024 perihal melakukan perjalanan dinas dalam rangka Pemantauan/Monitoring dan
Evaluasi Pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2024 ke Kabupaten
Pasaman Barat pada tanggal 11 sd 12 Juli 2024.

Il. ISI LAPORAN :

a. Pertemuan dalam rangka pemantauan/monitoring dan evaluasi pelaksanaan penerapan SPM
dilaksanakan di ruang rapat Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat yang dipimpin oleh Asisten
| Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Bapak Setia Bakti, SH dan
didampingi oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat,
Bapak M.Yandra Hanafi, S.STP, M.Si beserta Tim Teknis dan SKPD Pengampu SPM, sedangkan dari
Provinsi dikoordinir oleh Kabag. Pemerintahan Setda. Provinsi beserta Perangkat Daerah baik Tim
Teknis maupun Perangkat Daerah Pengampu SPM Provinsi Sumatera Barat.

b. Tujuan dilakukan monitoring dan evaluasi penerapan SPM ini adalah untuk mengetahui data dan
informasi perkembangan dan kemajuan pelaksanaan penerapan SPM di daerah, dan identifikasi
permasalahan serta upaya pemecahannya

c. Jumlah sub kegiatan terkait pelaksanaan penerapan SPM tahun 2024 di Kabupaten Pasaman Barat di

lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, sudah terakomodir seluruhnya dari jumlah
sub kegiatan yang seharusnya diakomodir, yaitu :

e Bidang Pendidikan 12 sub kegiatan dengan jumlah anggaran Rp.109.472.958.607,-

e Bidang Kesehatan 12 sub kegiatan dengan jumlah anggaran Rp.4.015.811.162,-
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e Bidang Trantibumlinmas 4 sub kegiatan (Kebakaran Daerah 3 sub kegiatan, hanya 1 Sub Kegiatan
yang ada anggarannya dengan jumlah anggaran Rp.501.000.000,- dan Trantibum 1 sub kegiatan,
jumlah anggaran Rp.515.000.000,-),

e Bidang Sosial 2 sub kegiatan dengan jumlah anggaran Rp.1.339.665.889,-.

d. Progres penginputan data pelaksanaan penerapan SPM pada triwulan | tahun 2024 di Kabupaten
Pasaman Barat, antara lain :

Bidang Pendidikan sudah melakukan input data sebesar 92,86 %

Bidang Kesehatan sudah melakukan input data sebesar 87,07 %

Bidang Trantibumlinmas sudah melakukan input data sebesar 25,22 %

Bidang Sosial sudah melakukan input data sebesar 52,68 %

e. Indeks pencapaian SPM kabupaten Pasaman Barat triwulan | tahun 2024 :

KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM BIDANG : % PENCAPAIAN % PENCAPAIAN
PENERIMA MUTU MINIMAL
LAYANAN DASAR LAYANAN DASAR
PENDIDIKAN
1. Pendidikan Dasar Usia Dini, 14,07 % 8,35%
Total Pencapaian 22,42 %
2. Pendidikan Dasar 63,18 % 16,96 %
Total Pencapaian 80,14 %
3. Pendidikan Kesetaraan 2,05 % 4,00 %
Total Pencapaian 6,05 %
KESEHATAN
4. Pelayanan Kesehatan lbu Hamil, 11,29 % 6,68 %
Total Pencapaian 17,97 %
5. Pelayanan Kesehatan lbu Bersalin 13,45 % 7,57 %
Total Pencapaian 21,02 %
6. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 15.03 % 6.37 %
Total Pencapaian 21.4 %
7. Pelayanan Kesehatan Balita 10.41 % 3.77%
Total Pencapaian 14.18 %
8. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan 0,00 % 13.67 %
Dasar
Total Pencapaian 13.67 %
9. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif 24.98 % 20,00 %
Total Pencapaian 44.98 %
10. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut 15.35% 0.18%
Total Pencapaian 15.53 %
11. Pelayanan Kesehatan Penderita 12.23 % 17.5%
Hipertensi
Total Pencapaian 29.73 %
12. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes 74.10 % 18.33 %
Melitus
Total Pencapaian 92.43 %
13. Pelayanan  Kesehatan  Orang Dengan 73.51% 14.29%
Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat
Total Pencapaian 87.80 %
14. Pelayanan  Kesehatan Orang Terduga 21.85% 19.25%
Tuberkulosis
Total Pencapaian 41.10 %
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15. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko 15.57 % 14.60 %
Terinfeksi HIV
Total Pencapaian 30.17 %

TRANTIBUMLINMAS :

e TRANTIBUM

2. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum, 0,00 % 0,00 %
Total Pencapaian 0,00 %

e KEBAKARAN DAERAH

2. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban 14,00 % 0,00 %
Kebakaran,
Total Pencapaian 14,00 %

SOSIAL

6. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas 17.39% 12.98 %

Telantar di Luar Panti,
Total Pencapaian 30.37%

7. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar 28.57 % 12.86 %
Panti,
Total Pencapaian 41.43 %

8. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di 26.67 % 13.64 %
Luar Panti,
Total Pencapaian 40.31%

9. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya 80,00 % 20,00 %
Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti,
Total Pencapaian 100,00 %

10. Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada 0,00 % 100,00 %
Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban
Bencana Kabupaten/Kota,

Total Pencapaian 20,00 %

f. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan SPM di Kabupaten Pasaman Barat
tahun 2024 :

Masalah pendataan yang lemah, dimana variable yang sangat terkait dengan pelaksanaan SPM
tidak terakomodir di data sementara variable data P3KE.

Kendala koordinasi dengan OPD pengampu SPM yang kurang maksimal dalam penyusunan
Rencana Aksi Pelaksanaan SPM sehingga sampai kondisi Minggu ke Il Bulan Juli 2024 Dokumen RAD
SPM di Kab. Pasaman Barat belum bisa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Ada beberapa sub kegiatan terkait pelaksanaan SPM yang tidak terakomodir karena focus daerah
pada penanganan pasca gempa, seperti pada OPD PUPR, dalam hal ini Bappeda sudah meminta
keterangan tertulis.

Pengadaan permakanan bagi lansia pada tahun 2024 yang tersebar di berbagai daerah/nagari
membutuhkan kerjasama dengan kelompok masyarakat, karena hal ini terkendala kondisi
geografis dan keterbatasan SDM.

Data di Dapodik kurang sinkron dengan data riil di lapangan karena ada perbedaan, sehingga butuh
effort lebih, dalam hal ini.

Butuh verifikasi dan validasi data pendukung dalam hal pelaporan karena data-data belum
ditampilkan pada rencana aksi.

Proses input data tahapan di sistim belum selesai sehingga peringkat kab. Pasaman Barat berada
pada peringkat 2 terendah setelah kab. Kepulauan Mentawai.
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g. Tanggapan dan rekomendasi Tim terhadap permasalahan yang didiskusikan :

Pada bidang urusan Trantibumlinmas sub bidang urusan Kebakaran Daerah, baru diinput laporan
pelaksanaan 1 sub kegiatan sedangkan 2 sub kegiatan lagi belum ada realisasi yang diinput untuk
itu, karena system masih dibuka maka segera lakukan pengimputan si Sistem e_SPM. Demikian
juga dengan input laporan persentase pencapaian penerima layanan dasar dan persentase
pencapaian mutu minimal layanan dasar yang masih nol agar diinputkan pada pelaporan triwulan
Ilini.

Agar segera menuntaskan penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM dan di tetapkan dengan
Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Pasaman Barat, dan perlu dilakukan sinkronisasi dengan
Program Prioritas Provinsi Sumatera Barat terkait program prioiritas yang perlu diselaraskan
dengan Kabupaten/Kota.

Pada tahun 2025 akan dibangun Panti Sosial Terpadu untuk memenuhi Indikator SPM belum
tersedia yakni Panti Anak Terlantar yang direncanakan di lokasi Panti Andam Dewi Sukarami Solok
dan diperuntukkan bagi seluruh Kab/Kota bagi Pemenuhan SPM.

DOKUMENTASI

Dokumentasi perjalanan dinas dalam rangka Pemantauan/Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2024 ke Kabupaten Pasaman Barat tanggal 11 sd. 12
Juli 2024 :

Demikian laporan perjalanan dinas ini disampaikan kepada Bapak mohon arahan selanjutnya, terima kasih.

An. Tim Pelaksana Monev,

Elfi Endri, S.Sos
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